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ABSTRAK

Arsyad, 2025. Manajemen Kinerja Pegawai ASN untuk Meningkatkan Kualitas
Pelayanan Publik di Biro Organisasi dan Tata Laksana Kementrian Agama RI.
Skripsi, Program Studi Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyah
Dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang,
Pembimbing: Prof. Dr. H. Nur Ali, M.Pd.

Penelitian ini membahas tentang bagaimana Kinerja pegawai ASN (Aparatur
Sipil Negara) berpengaruh terhadap kualitas pelayanan publik, khususnya di Biro
Organisasi dan Tata Laksana Kementerian Agama RI. Latar belakang penelitian ini
adalah masih banyaknya masalah dalam pelayanan publik yang diberikan, seperti
rendahnya tanggung jawab pegawai dan lemahnya pengawasan dari pimpinan. Hal ini
membuat layanan yang diberikan belum maksimal, padahal ASN memiliki peran
penting dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana proses
perencanaan, pemantauan, danevaluasi kinerja pegawai ASN di Biro tersebut. Peneliti
ingin melihat sejauh mana kinerja pegawai direncanakan dengan baik, bagaimana
kinerjanya dipantau selama bekerja, dan seperti apa penilaian yang dilakukan
setelahnya. Penelitian ini juga bertujuan memberikan gambaran apakah sistem
manajemen Kinerja yang diterapkan sudah berjalan sesuai dengan harapan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan dilakukan secara
langsung di lapangan. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara dengan
beberapa pegawai, serta dokumentasi yang berkaitan. Setelah data dikumpulkan,
peneliti menganalisisnya dengan menyederhanakan dan menyusun ulang informasi,
kemudian menarik kesimpulan berdasarkan temuan di lapangan.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa perencanaan indikator kinerja
pegawai sudah dilakukan berdasarkan aturan yang ada, dan proses pemantauan serta
evaluasi juga sudah berjalan. Namun, masih ada beberapa kendala seperti kurangnya
rasa tanggung jawab dari sebagian pegawai dan belum maksimalnya peran pimpinan
dalam mengawasi. Secara keseluruhan, manajemen kinerja pegawai ASN memiliki
pengaruh besar terhadap kualitas layanan yang diberikan, dan perlu terus ditingkatkan
agar pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih baik.

Kata Kunci: Kinerja Pegawai ASN, Pelayanan Publik, Evaluasi.
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ABSTRACT

Arsyad, 2025. Civil Servants’ Performance Management to Improve the Quality of
Public Services at the Bureau of Organization and Governance, Ministry of
Religious Affairs of the Republic of Indonesia. Undergraduate Thesis, Islamic
Education Management Study Program, Faculty of Tarbiyah and Teacher
Training, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University of Malang. Advisor:
Prof. Dr. H. Nur Ali, M.Pd.

This study discusses how the performance of civil servants (ASN - Aparatur
Sipil Negara) influences the quality of public services, particularly at the Bureau of
Organization and Governance of the Ministry of Religious Affairs of the Republic of
Indonesia. The background of this research lies in the ongoing issues in public service
delivery, such as low employee responsibility and weak supervision from leadership.
These issues have hindered optimal service delivery, despite the vital role that civil
servants play in serving the public.

The aim of this research is to understand how the planning, monitoring, and
evaluation of ASN performance is carried out in the bureau. The researcher seeks to
examine how well the performance is planned, how it is monitored during work, and
whatkind of evaluation is conducted afterwards. The study also aims to provide insight
into whether the implemented performance management system is functioning as
intended.

This research uses a qualitative approach and was conducted directly in the
field. Data were collected through observations, interviews with several employees,
and related documentation. Once collected, the data were analyzed by simplifying and
reorganizing the information, followed by drawing conclusions based on field
findings.

The results show that the planning of performance indicators has been carried
out in accordance with existing regulations, and the monitoring and evaluation
processes are also in place. However, there are still obstacles, such as a lack of
responsibility among some employees and the suboptimal supervisory role of
leadership. Overall, civil servant performance management significantly affects the
quality of services provided and needs continuous improvement to enhance public
service delivery.

Keywords: Performance of Civil Servants (ASN), Public Service, Evaluation.
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Penelitian transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan pedoman
transliterasi berdasarkan Keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan RI no. 158 Tahun 1987 dan no. 0543b/U/1987 yang

secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:

A. Huruf
I =a J =z 3 =
« =b o =5 < =k
o=t G =gy Jd =1
e o= =sh p=m
T =] oa  =dl g =n
¢ =h L =th s =W
¢ =kh L =zh : =h
2 =d ¢ =_ ¢ =_
2 =dz ¢ =gh s =y
o =r <= =f
B. Vokal Panjang C. Vokal Diftong
Vokal (a) panjang =a sl=aw
Vokal (i) panjang = 1 sl =ay
Vokal (u) panjang= s=10
Gl =1

XX



BAB |

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) sangat menentukan
keberhasilan dan keberlangsungan organisasi di era globalisasi 2. Tidak hanya
meningkatkan Kkinerja dan pelatihan karyawan, tetapi juga membuka potensi,
meningkatkan produktivitas, dan menciptakan budaya bisnis yang inklusif dan
berfokus pada tujuan bersama. Kualitas suatu organisasi pada dasarnya
ditentukan oleh sumber daya manusianya®. Tanpa keberadaan sumber daya
manusia, operasional perusahaan tidak akan berjalan. Oleh karena itu, agar
dapat bertahan dalam persaingan yang semakin kompleks, perusahaan harus
memiliki sumber dayayang mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman.
Untuk tercapainya tujuan organisasi, sumber daya manusia yang berkualitas
sangat penting, dan kinerja karyawan menjadi faktor utama.

Kinerja karyawan menentukan pada hasil kerja individu yang dicapai
untuk melakukan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya guna
memenuhi target yang telah ditetapkan®. Dalam era di mana perubahan terjadi
dengan cepat, organisasi perlu memiliki karyawan yang tidak hanya berkinerja
baik saat ini, tetapi juga siap untuk beradaptasi dengan perubahan. Pentingnya

manajemen Kinerja bukan hanya sebatas penilaian kinerja karyawan, tetapi

2 Hendra Permadiand Sugeng Prayetno, “Praktek-Praktek Pengelolaan SUmber Daya Manusia Dalam
Bisnis Modern Untuk Meraih Keunggulan Kompetitif,” Media Bina llmiah 17, no. 8 (2023): 2013-24.
3 Budi Harto et al., Sistem Informasi Bisnis (PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023).

4 Syukron Sazly and Dadan Permana, “Pengaruh Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Pegawai Pada
KantorKecamatan Teluknaga Kabupaten Tangerang,” Jurnal Perspektif 18, no. 2 (2020): 209-17.



juga mencakup perencanaan, pelatihan, serta pengembangan untuk
memastikan karyawan mendapatkan dukungan yang mereka butuhkan.
Dengan manajemen Kkinerja yang efektif, organisasi dapat mengenali
kebutuhan karyawan, memberikan umpan balik yang membangun, serta
menyusun program pengembangan yang tepat®. Oleh karena itu, manajemen
kinerja tidak hanya bertujuan meningkatkan produktivitas saat ini, tetapi juga
mempersiapkan karyawan agar siap menghadapi tantangan di masa depan.
Manajemen kinerja yang efektif juga berperan dalam meningkatkan
motivasi karyawan®. Ketika karyawan merasa bahwa kontribusi dan
pencapaian mereka diakui dan dihargai, Mereka cenderung lebih termotivasi
untuk meningkatkan kinerja. Dengan memberikan umpan balik yang
membangun dan mengakui pencapaian karyawan, manajemen Kinerja dapat
menjadi faktor kunci dalam menciptakan lingkungan kerja yang positif.
Manajemen Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan
aspek penting dalam meningkatkan kualitas layanan publik di Indonesia’.
Dalam hal ini, kinerja manajemen tidak hanya berfokus pada hasil akhir, tetapi
juga pada proses yang mendukung pencapaian tersebut. Dengan adanya
peraturan dan kebijakan yang mendukung, seperti Peraturan Pemerintah No.
46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja ASN, tujuan utama dari kinerja

manajemen bertujuan untuk memastikan bahwa setiap pegawai memahami

5 EniMahawatietal, “Analisis Beban Kerja Dan Produktivitas Kerja” (Yayasan Kita Menulis, 2021).
6 HusnulHotimah et al., “Manajemen Kinerja Digital,” Maeswara: Jurnal Riset Ilmu Manajemen Dan
Kewirausahaan 1,n0. 6 (2023): 1-15.

7 Yusnidar Lase And Ayler Beniah Ndraha, ‘Analisis Urgensi Pelatihan Dalam Pengembangan
Kompetensi Aparatur Sipil Negara (Asn) Di Pengadilan Negeri Gunungsitoli’, Jmbi Unsrat (Jurnal
limiah Manajemen Bisnis Dan Inovasi Universitas Sam Ratulangi)., 10.3 (2023), Pp. 1804-14.



dengan jelas tugas dan tanggung jawab mereka dalam mendukung pencapaian
visi dan misi organisasi.

Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai pelaksana pelayanan publik
diharapkan dapat memberikan layanan yang optimal kepada masyarakat.
Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, pelayanan publik
didefinisikan sebagai serangkaian kegiatan yang ditujukan untuk memenubhi
kebutuhan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Pelayanan ini meliputi penyediaan barang, jasa, serta layanan administratif
yang diselenggarakan oleh instansi pelayanan publik untuk seluruh warga
negara dan penduduk.

Kinerja ASN dalam memberikan pelayanan publik di Indonesia masih
menghadapi tantangan, terbukti dari semakin banyaknya masyarakat yang
merespons negatif atau mengungkapkan ketidakpuasan terhadap layanan yang
diberikan®. Hal ini mencerminkan bahwa efektivitas kinerja ASN dalam
organisasi masih belum mencapai tingkat yang optimal. Ketidak efektifan
tersebut berdampak pada terhambatnya pencapaian tujuan organisasi publik
dalam menyelenggarakan layanan yang berkualitas. Kurangnya proporsional
dan maksimal kinerja ASN menjadi faktor yang berkontribusi terhadap
lambatnya perkembangan organisasi publik serta kegagalan dalam
memberikan pelayanan yang memadai kepada masyarakat.

Meskipun telah ada peraturan yang mengatur tentang pelayanan publik,

tantangan dalam implementasinya masih banyak. Beberapa faktor seperti

8 Agung Nugraha, Asna Aneta, And Sri Yulianty Mozin, ‘Efektivitas Kinerja Aparatur Sipil Negara
(Asn) Dalam Pelayanan Publik Di Kantor Kementrian Agama Kota Gorontalo’, Jambura Journal Of
Administration And Public Service, 1.1 (2020), Pp. 46-57.



kurangnya sumber daya manusia yang berkualitas, birokrasi yang rumit, dan
minimnya partisipasi masyarakat dalam evaluasi layanan menjadi hambatan
utama dalam mewujudkan pelayanan publik yang efektif®. Khususnya
mengenai masalah kinerja pegawai pada Pelayanan publik di Biro Organisasi
dan Tata Laksana Kementrian Agama RI masih tidak sesuai dengan harapan,
sehingga berdampak pada hasil yang belum optimal dalam kualitas pelayanan
yang diberikan.

Pegawai dituntut untuk bekerja secara maksimal guna menciptakan
kualitas layanan yang optimal bagi masyarakat. Namun, dalam kenyataannya,
harapan tersebut belum sepenuhnya terwujud. Banyak pegawai yang masih
menunjukkan rendahnya rasa tanggung jawab terhadap pekerjaan mereka.
Seharusnya setiap pegawai menjalankan tugasnya dengan serius dan tidak
bermalas-malasan selama jam kerja. Namun, yang terjadi justru sebaliknya, di
mana lemahnya rasa tanggung jawab terhadap pekerjaan masih menjadi
permasalahan utama. Akibatnya, efektivitas pegawai dalam menyelesaikan
tugas yang diberikan menjadi kurang optimal.

Pengawasan yang lemah dari pimpinan dapat berdampak negatif pada
kinerja pegawai. Kinerja pegawai yang kurang optimal akan berakibat pada
rendahnya kualitas layanan yang diberikan kepada masyarakat, dalam konteks
ini, terdapat keterkaitan yang erat antara Kinerja pegawai dan kualitas
pelayanan yang dihasilkan. Kantor Biro Organisasi dan Tata Laksana

Kementerian Agama RI, sebagai organisasi publik, memiliki tanggung jawab

9 Yanta Firman Jaya Mendrofa et al., “Analisis Kebutuhan Pelatihan Dan Pengembangan Perangkat
Desa Se-Kecamatan Alasa Talumuzoi Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik,” Tuhenori: Jurnal
limiah Multidisiplin 1,n0. 1 (2023): 11-21.



untuk meningkatkan kinerja aparatur yang ada di dalamnya. Setiap individu
dalam organisasi ini diharapkan bekerja secara maksimal untuk mencapai
tujuan yang telah ditetapkan. Namun, berdasarkan hasil observasi awal di Biro
Organisasi dan Tata Laksana Kementerian Agama RI, ditemukan bahwa
pelaksanaan kinerja Aparatur Sipil Negara dalam memberikan pelayanan
publik belum sepenuhnya optimal. Beberapa aparatur tampak kurang
memahami tugas dan fungsi jabatannya, yang menyebabkan terjadinya
ketidakseimbangan dalam pelaksanaan pekerjaan. Misalnya, masih terdapat
pegawai yang kurang disiplin dalam penyelesaian tugas administrasi dan
keterlambatan dalam memenuhi target laporan kerja. Kondisi tersebut
menunjukkan bahwa sebagian ASN belum menjalankan tugasnya dengan baik
sesuai standar kinerja yang telah ditetapkan.

Hal ini tentu menjadi fokus kajian yang menarik untuk diteliti, karena
kinerja merupakan aspek krusial yang harus dimiliki oleh setiap individu dalam
organisasi. Kinerja tidak hanya terkait dengan hasil akhir, tetapi juga mencakup
proses kerja yang terjadi, di mana proses tersebut berperan penting dalam
menentukan pencapaian kerja seseorangl®. Oleh karena itu, yang perlu
diperhatikan adalah bagaimana proses kinerja Aparatur Sipil Negara dapat
berlangsung secara efektif.

Peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai Manajemen
Kinerja Pegawai ASN dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik
di Biro Organisasi dan Tata Laksana Kementerian Agama RI. Berdasarkan

perumusan masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, tujuan utama dari

10 Zikry Indra Zikry Saba, “Pentingnya Kesehatan Mental Karyawan Di Tempat Kerja Terhadap
Kinerja Karyawan,” JBK Jurnal Bimbingan Konseling 2, no. 02 (2024): 38-45.



Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Kinerja pegawai Aparatur
Sipil Negara dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik diBiro Organisasi

dan Tata Laksana Kementerian Agama RI.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan urain penjelasan konteks penelitian diatas, maka fokus

penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Perencanan Indikator Kinerja Pegawai ASN di Biro
Organisasi dan Tata Laksana Kementerian Agama R1?

2. Bagaimana Proses Pemantauan Kinerja Pegawai ASN agar sesuai
dengan indikator kinerja di Biro Organisasi dan Tata Laksana
Kementerian Agama R1?

3. Bagaimana Evaluasi Kinerja Pegawai ASN yang diterapkan di Biro
Organisasi dan Tata Laksana Kementerian Agama RI1?

C. Tujuan Penelitain

Adanya penjelasan fokus penelitian diatas, maka dapat dirumuskan tujuan

penelitian sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan perencanan indikator kinerja pegawai ASN di Biro
Organisasi dan Tata Laksana Kementerian Agama RI

2. Mendeskripsikan proses pemantauan Kinerja pegawai ASN agar sesuai
dengan indikator kinerja di Biro Organisasi dan Tata Laksana
Kementerian Agama RI

3. Mendeskripsikan evaluasi kinerja pegawai ASN yang diterapkan di

Biro Organisasi dan Tata Laksana Kementerian Agama RI



D. Manfaat Penelitian
1. Manfaat Teoritis
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam
memperkaya literatur terkait hubungan antara manajemen Kinerja
dengan peningkatan kualitas pelayanan publik serta menjadi referensi
bagi akademisi dan peneliti lain untuk mengkaji lebih dalam strategi
pengelolaan kinerja ASN di berbagai organisasi pemerintah. Selain itu,
penelitian ini berpotensi merumuskan model evaluasi Kinerja yang
relevan dan efektif untuk mendukung upaya peningkatan kualitas
pelayanan publik.
2. Manfaat Praktis
Rekomendasi dari penelitian ini dapat diimplementasikan untuk
meningkatkan kualitas pelayanan publik, membentuk kebijakan yang
lebih baik, serta mengarahkan pelatihan dan pengembangan
kompetensi ASN sesuai kebutuhan. Dengan demikian, temuan
penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas organisasi
serta memberikan solusi konkret terhadap tantangan yang dihadapi
dalam pengelolaan kinerja ASN.
E. Orisinalitas Penelitian
Pengamatan dan analisis peneliti terhadap literatur penelitian terdahulu
dengan topik yang sama, yang bertujuan untuk identifikasi kesamaan dan
perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan, sekaligus menjadi bukti
validitas penelitian tersebut. Dengan menggunakan subjek yang sama,

penelitian ini berupaya menemukan variasi serta perbandingan dalam



penelitian yang akan dilakukan. Berikut adalah beberapa penelitian terdahulu
yang dibandingkan dengan penelitian ini:

Penelitian yang dilaksanakan oleh Agung Nugraha, Asna Aneta, Sri
Yulianty Mozin 2020 dengan judul penelitian “Efektivitas Kinerja Aparatur
Sipil Negara (ASN) dalam Pelayanan Publik di Kantor Kementerian Agama
Kota Gorontalo™!. Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif dengan
teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.
Hasil penelitian mengungkap bahwa kualitas kinerja tercermin dalam dimensi
berwujud, kehandalan, dan empati, namun masih belum optimal dalam aspek
responsivitas dan jaminan. Faktor pendukung meliputi motivasi kerja dan
pengembangan sumber daya manusia, sedangkan faktor penghambat termasuk
kurangnya pelatihan dan sarana kerja yang belum terintegrasi. Kesamaan
antara penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan adalah sama-
sama membahas mengenai Kinerja ASN, baik dalam konteks pelayanan publik
maupun peningkatan kualitas layanan. serta menggunakan pendekatan dan
metode pengumpulan data yang sama. Sedangkan perbedaanya terletak pada
lokasi penelitiaan.

Penelitian pada tahun 2021 oleh Dihan Rovi Setyawan mengenai
“Analisis Kualitas Pelayanan Publik pada Sub Bagian Kepegawaian di Kantor
Wilayah Kementerian Agama Jawa Tengah (2021)” Penelitian ini menerapkan
pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi,
wawancara, dan dokumentasi. Hasil Penelitian ini menemukan bahwa

transformasi digital dan sikap profesionalisme pegawai berperan signifikan

11 Nugraha, Aneta, and Mozin, “Efektivitas Kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) Dalam Pelayanan
Publik Di Kantor Kementrian Agama Kota Gorontalo.”



dalam meningkatkan kualitas pelayanan®2. Namun, masih terdapat kekurangan
dalam kemudahan akses layanan dan disiplin pegawai yang perlu diperbaiki.
Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang akan saya lakukan,
yakni sama-sama fokus pada upaya peningkatan kualitas pelayanan publik,
dalam konteks instansi pemerintah. Yang bertujuan sebagai peningkatkan
kualitas pelayanan publik, pada peran Aparatur Sipil Negara (ASN). Serta
sama-sama dilakukan di lingkungan instansi pemerintah, Kkhususnya
Kementerian Agama sedangkan perbedaanya terletak pada focus penelitian
dan lokasih penelitian.

Penelitian yang dilaksanakan oleh Friska Fitri Handayani 2022 dengan
berjudul "Analisis Kinerja Aparatur Sipil Negara dalam Meningkatkan
Pelayanan Publik di Kantor Camat Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan"
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan
data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa kinerja pegawai, berdasarkan Sasaran Kerja Pegawai
(SKP), dinilai kurang baik dari aspek kuantitas, terutama dalam aspek
kuantitas, kualitas, integritas, dan disiplin, meskipun biaya dan orientasi
pelayanan dinilai baik. Hambatan seperti gangguan jaringan, kurangnya
ketelitian, sikap tidak ramah, dan kelalaian seperti bermain game saat jam kerja
berdampak negatif pada pelayanan publik!3. Perbaikan diperlukan untuk

meningkatkan kinerja dan pelayanan yang optimal. Penelitian ini memiliki

12 Dihan RoviSetyawan, ‘Analisis Kualitas Pelayanan Publik Pada Sub Bagian Kepegawaian Di Kantor
Wilayah Kementerian Agama Jawa Tengah’ (Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2023).

13 Friska Fitri Handayani, ‘Analisis Kinerja Aparatur Sipil Negara Dalam Meningkatkan Pelayanan
Publik Di Kantor Camat Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan’ (Universitas Islam Negeri Sultan
Syarif Kasim Riau, 2022).
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kesamaan dengan penelitian yang akan saya lakukan, yakni sama-sama fokus
pada analisis Kkinerja ASN dalam meningkatkan pelayanan publik serta
bertujuan untuk memberikan rekomendasi perbaikan. Sedangkan perbedaanya,
peneliti terdahulu lebih menekankan kinerja ASN secara umum dengan
pelayanan langsung kepada masyarakat, sementara penelitian yang akan
dilakukan lebih fokus pada manajemen Kinerja sebagai instrumen strategi
untuk mendukung pelayanan internal dan kebijakan kementerian.

Tabel 1. 1 Orisinalitas Penelitian

Nama Peneliti,
NO Ju_lc!g:]ienrta Persamaan Perbedaan %‘;igit:ﬁs
Penelitian
1 | Agung Nugraha, | Sama-sama Perbedaanya | Penelitian ini
Asna Aneta, Sri membahas terletak pada | berfokus
Yulianty Mozin | tentang kinerja | lokasih pada
“Efektivitas ASN dalam penelitian bagaimana
Kinerja Aparatur | konteks Kinerja
Sipil Negara pelayanan Pegawai
(ASN) dalam publik Terhadap
Pelayanan Publik Kualitas
di Kantor Pelayanan
Kementerian Publik Di
Agama Kota Biro
Gorontalo™ Organisasi
(2020) Dan Tata
Laksana
2 | Dihan Rovi Sama-sama Perbedaanya | Kementrian
Setyawan fokus pada terletak pada | Agama RI.
“Analisis upaya fokus Dengan
Kualitas meningkatkan | penelitian dan | menggunakan
Pelayanan Publik | kualitas lokasih fokus yang
pada Sub Bagian | pelayanan penelitian berbeda dari
Kepegawaian di | publik, penelitian
Kantor Wilayah terdahulu
Kementerian yaitu terkait
Agama Jawa bagaimana
Tengah” perencanaan,
(2021) proses
3 | Friska Fitri Sama-sama Perbedaanya | pemantauan
Handayani fokus pada terletak pada | danevaluasi
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"Analisis Kinerja | analisis kinerja | fokus Kinerja
Aparatur Sipil ASN dalam penelitian pegawai ASN
Negara dalam meningkatkan | terdahulu di Biro
Meningkatkan pelayanan fokus pada Organisasi
Pelayanan Publik | publik serta pelayanan dan Tata
di Kantor Camat | bertujuan langsung, Laksana di
Bandar untuk sedangkan Kementerian
Petalangan memberikan penelitian ini | Agama RI
Kabupaten rekomendasi pada
Pelalawan™ perbaikan. manajemen
(2022) Kinerja

internal dan

kebijakan.

F. Definisi Istilah

1. Manajemen Kinerja Pegawai ASN

Manajemen Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan
proses sistematis yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja individu
dan organisasi melalui perencanaan, pelaksanaan, pemantauan,
penilaian, serta tindak lanjut terhadap kinerja pegawai.

Pelayanan Publik

Pelayanan publik didefinisikan sebagai ‘“kegiatan atau rangkaian
kegiatan dalam rangka menyediakan kebutuhan pelayanan sesuai
dengan peraturan-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk
atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan
oleh penyelenggara pelayanan publik™.

Biro Organisasi dan Tata Lakasana

Biro Organisasi dan Tata Laksana (Ortala) merupakan suatu unit dalam
struktur pemerintahan yang memiliki peran penting dalam penyusunan

dan pelaksanaan kebijakan di bidang organisasi serta tata laksana.

Istilah ini merujuk pada fungsi administratif yang bertujuan untuk
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meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional instansi pemerintah
melalui pengelolaan yang terencana dan terkoordinasi.

Pemantauan

Pemantauan merupakan proses yang dilakukan secara terencana dan
berkelanjutan untuk mengamati, menilai, serta memastikan bahwa
pelaksanaan suatu program, kegiatan, atau kebijakan sesuai dengan
rencana, standar, dan tujuan yang telah ditetapkan.

Evaluasi Kinerja Pegawai ASN

Evaluasi Kinerja Pegawai ASN merupakan proses penilaian yang
dilakukan secara sistematis untuk menilai hasil kerja, perilaku, serta
kontribusi Aparatur Sipil Negara dalam melaksanakan tugas dan
tanggung jawab sesuai dengan target serta standar yang telah
ditetapkan.

Kualitas Pelayanan

Kualitas pelayanan merupakan ukuran sejauh mana suatu layanan
mampu memenuhi harapan dan kebutuhan pengguna atau masyarakat.
Istilah ini menggambarkan kesesuaian antara harapan penerima

layanan dengan kenyataan yang diterima.
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BAB 11

KAJIAN TEORI

A. Kajian Teori
1. Manajemen Kinerja Pegawai ASN
a. Konsep Manajemen Kinerja Pegawai ASN

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara, menyatakan bahwa manajemen ASN merupakan proses
pengelolaan pegawai ASN guna menciptakan tenaga kerja yang
profesional, berpegang padanilai dasar dan etika profesi, serta terbebas
dari pengaruh politik maupun praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme?4.
Undang-undang tersebut mencakup berbagai penambahan, perbaikan,
dan perubahan substansial dalam manajemen ASN yang sebelumnya
belum diatur!®. Perubahan ini meliputi aspek Perencanaan dan
penetapan kebutuhan, proses rekrutmen, jenjang pangkat dan jabatan,
pengembangan serta pola karier, promosi, mutasi, evaluasi Kinerja,
sistem penggajian dan tunjangan, pemberian apresiasi, kedisiplinan
kerja, mekanisme pensiun, jaminan hari tua, serta perlindungan bagi

ASN.
Pasal 12 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur
Sipil Negara menyatakan bahwa Pegawai ASN memiliki peran sebagai

perencana, pelaksana, dan pengawas dalam menjalankan tugas

14 Afzil Ramadian, M M Mohamad Rizan, and Usep Suhud, Manajemen Strategi Pengembangan
Aparatur Negara (Ahlimedia Book,2021).

15 Bertha Lubis, “ManajemenKinerja Aparatur Sipil Negara Di Indonesia: Sebuah Konsep Manajemen
Publik Baru,” PAPATUNG: Jurnal llmu Administrasi Publik, Pemerintahan Dan Politik 3,no. 3 (2020):
53-60.
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pemerintahan serta pembangunan nasional. Peran ini diwujudkan
melalui penerapan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional,
bebas dari campur tangan politik, serta terbebas dari praktik korupsi,
kolusi, dan nepotisme. Dari ketentuan tersebut, dapat disimpulkan
bahwa:

1) Aparatur Sipil Negara, baik yang berpangkat rendah maupun
tinggi, merupakan bagian dari unsur Aparatur Negara.

2) Sebagai bagian dari Aparatur Negara, Aparatur Sipil Negara
memiliki  tugas untuk memberikan pelayanan kepada
masyarakat dengan ketentuan harus bertindak sesuai aturan
yang berlaku:

a) Jujur dalam melaksanakan tugas tidak terlibat dalam
praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, sebagaimana diatur
dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
penyelenggaraan negara yang transparan dan bebas dari
praktik korupsi, kolusi, serta nepotisme.

b) Adil dalam menjalankan tugas berarti bersikap tidak
memihak dan memperlakukan semua pihak secara setara
tanpa diskriminasi.

¢) Merata dalam pelayanan berarti memastikan bahwa setiap
kepentingan yang dilayani memiliki hak yang sama tanpa
ada perlakuan yang lain.

3) Sebagai bagian dari aparatur negara, Aparatur Sipil Negara

(ASN) tidak hanya bertugas menjalankan fungsi pemerintahan
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secara umum, tetapi juga berperan dalam menggerakkan dan

memperlancar pembangunan demi kepentingan masyarakat.

Dalam menjalankan tugas danfungsinya, Aparatur Sipil Negara
(ASN) memiliki kewajiban yang diatur dalam Undang-Undang
Nomor 20 Tahun 202316, Selain itu, ASN juga harus mematuhi
ketentuan mengenai larangan serta sanksi administrasi yang
tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021

tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

b. Tujuan Manajemen Kinerja Pegawai ASN

Manajemen kinerja merupakan elemen utama dalam
pengelolaan organisasi dan menjadi sarana pertama untuk mencapai
hasil yang diharapkan sebagai kontribusi karyawan di setiap tingakatan
dalam organisasi!’. Kinerja manajemen memberikan peluang bagi
karyawan dan manajer untuk membicarakan tujuan pengembangan
serta menyusun rencana bersama untuk mencapai tujuan tersebut.

Menurut Priansa, pengembangan harus memberikan kontribusi
terhadap pencapaian tujuan organisasi serta mendukung pertumbuhan
profesional pegawail®. Tanpa adanya sistem yang jelas, pegawai tidak
memahami secara pasti harapan pemberi Kkerja terkait tujuan, standar,

atau target Kkinerja. Hal ini dapat menyebabkan rendahnya

16 Muhammad Rivaldy, ‘Tinjauan Yuridis Kode Etik Aparatur Sipil Negara Menurut Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 2014 Di Kota Manado’, Lex Administratum, 12.1 (2023).

17 Lubis, “Manajemen Kinerja Aparatur Sipil Negara Di Indonesia: Sebuah Konsep Manajemen Publk
Baru.”

18 A A Inten Suastika Dewi and Gede Sri Darma,“Proses Rekrutmen, Seleksi, Pelatihan, Penempatan
Dan Kinerja Karyawan,” Jurnal Manajemen Bisnis 14, no. 1 (2017): 1-18.
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produktivitas, meningkatnya kesalahan yang berbiaya tinggi, stres,
menurunnya motivasi, serta munculnya konflik dalam lingkungan
kerja.

Peraturan pemerintah No. 30 Tahun 2019 tentang penilaian
kinerja pegawai negri sipil menjadi pedoman sebagai pelaksanaan ini.
Peraturan ini menekankan pentingnya siklus Kinerja manajemen yang
mencakup perencanaan, pelaksaan, pemantauan, dan evaluasi secara
berkelanjutan untuk memastikan bahawa setiap pegawai ASN dapat
memberikan kontribusi terbaik untuk organisasi dan masyarakat®®.
Berikut tujuan manajemen kinerja untuk ASN vyaitu:

1) Tujuan Evaluasi

a) Mengevaluasi sejaun mana kesiapan seseorang dalam
menerima tanggung jawab yang lebih besar.

b) Memberikan penghargaan kepada individu atas tingkat
kompetensi yang telah dicapai serta mendorong
peningkatan dengan memberikan umpan balik yang baik.

c) Mengaitkannya dengan kompensasi, penghargaan, serta
pengembangan Kkarir guna mendorong motivasi dan
peningkatan kinerja.

2) Tujuan pemberdayaan

a) Memberikan konseling dan pelatihan kepadabawahan guna

meningkatkan kinerja serta mengembangkan kompetensi

mereka.

19 Kartika Dwi Aprilia, ‘Evaluasi Sasaran Kinerja Pegawai (Skp) Pada Dinas Pertanian Dan Ketahanan
Pangan Provinsi Jawa Timur’ (Universitas Bhayangkara Surabaya, 2023).
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b) Memberikan motivasi kepada bawahan melalui pengakuan
dan dukungan yang berkelanjutan.

¢) Membangun hubungan komunikasi yang baik antara atasan
dan bawahan guna menciptakan lingkungan kerja yang
harmonis dan produktif.

d) Menganalisis kompetensi individu dan organisasi agar
dapat mengidentifikasi masalah serta mengambil tindakan
yang tepat.

e) Menentukan kebutuhan pelatihan  sesuai  dengan
kompetensi yang dimiliki oleh individu.

c. Tahapan Manajemen Kinerja Pegawai ASN

Landasan hukum untuk Penilaian Kinerja PNS tercantum dalam
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
pada Pasal 57, serta Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017
tentang Manajemen PNS pada Pasal 230, menetapkan bahwa tujuan
penilaian kinerja adalah untuk memastikan objektivitas dalam
pembinaan PNS, yang didasarkan pada sistem prestasi kerja dan
pengembangan karier?0,

Penilaian Kkinerja merupakan salah satu tahapan dalam

rangkaian Sistem Manajemen Kinerja PNS, sebagaimana diatur dalam

Permenpan RB Nomor 8 Tahun 20212%. Tahapan ini berperan dalam

20 Twan Permadi, “Aspek Hukum Pemberhentian Pegawau Negeri Sipil Berdasarkan Peraturan
Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 Tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil,” Yurispruden:
Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang 4, no. 1 (2021): 44-57.

21 Muhamad Arif Rohman, ‘Perbandingan Pp Nomor 46 Tahun 2011 Dan Pp Nomor 30 Tahun 2019:
Tinjauan Substansi Dan Implementasi Penilaian Kinerja Pns’, Wicarana, 1.1 (2022), Pp. 47-60.
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penerapan Sistem Manajemen Kinerja PNSada 4 (empat) tahapan yang

harus dilakukan.

1)

2)

3)

Perencanaan Kinerja: Tahap ini menyusun dan menetapkan
Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) melalui dialog antara pimpinan
dan pegawai. Dalam proses ini, ditetapkan ekspektasi yang
mencakup rencana hasil kerja mencakup indikator Kinerja
individu serta target yang harus dicapai, perilaku kerja yang
diharapkan, dan sumber daya yang diperlukan untuk mendukung
pencapaian  tersebut, skema pertanggungjawaban, serta
konsekuensi atas pencapaian Kinerja. Penetapan ekspektasi ini
harus mengacu pada strategi perencanaan, kinerja unit kerja
perusahaan, organisasi dan tata kerja, rencana kinerja pimpinan,
kompetensi pegawai, serta prioritas pencapaian Kinerja
organisasi.

Pelaksanaan, Pemantauan Kinerja dan Pembinaan Kinerja: Pada
tahap ini, pegawai melaksanakan tugas sesuai dengan SKP yang
telah ditetapkan. Pimpinan bertanggung jawab untuk menjaga
kinerja secara berkala, memberikan umpan balik yang
berkelanjutan, dan mendokumentasikan kinerja pegawai. Jika
terdapat kendala atau kebutuhan pengembangan, pimpinan
memberikan pelatihan dan dukungan yang diperlukan untuk
memastikan pencapaian kinerja sesuai dengan ekspektasi.
Penilaian Kinerja: Tahap ini meliputi evaluasi kinerja pegawai

yang mencakup hasil kerja dan perilaku kerja selama periode
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tertentu. Evaluasi dilakukan secara periodik, baik bulanan
maupun triwulanan, dengan menetapkan predikat Kinerja
berdasarkan kuadran kinerja pegawai. Penilaian ini bertujuan
untuk mengidentifikasi pencapaian serta bidang yang
memerlukan perbaikan atau pengembangan lebih lanjut.

4) Tindak lanjut: Berdasarkan hasil evaluasi, dilakukan tindak lanjut
yang meliputi pemberian penghargaan bagi pegawai dengan
kinerja unggul dan penerapan sanksi atau pelatihan lanjutan bagi
yang kinerjanya belum memenuhi standar. Tindak lanjut ini
bertujuan untuk mendorong peningkatan kinerja individu dan
organisasi secara keseluruhan, serta memastikan pengembangan

karir pegawai sesuai dengan kontribusi dan kompetensinya.

Usaha untuk mencapai suatu pola penilaian kinerja yang baik
sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 2019, terlebih dahulu
harus membangun suatu sistem manajemen kinerja yang baik?2. Poin
utama yang perlu menjadi perhatian adalah tahap awal, yaitu
Perencanaan Kinerja, karena tahap ini berpengaruh terhadap

keberhasilan tahapan selanjutnya.

2. Pelayanan Publik
a. Definisi Pelayanan Publik
Menurut Widodo Pelayanan publik adalah proses penyediaan

layanan bagi individu atau masyarakat yang berkepentingan terhadap

22 Herjuno Pramudito, Endang Brotojoyo, And Agus Utomo, ‘Mewujudkan Sasaran Kinerja Pegawai
(Skp) Asn Di Lingkungan Pemerintah Daerah Boyolali’, Wasana Nyata, 7.1 (2023), Pp. 68-79.
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suatu organisasi, sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku?3.
Menurut Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia (LAN RI)
pada tahun 1998, pelayanan publik didefinisikan sebagai berbagai
aktivitas pelayanan yang dilakukan oleh instansi pemerintah, baik di
tingkat pusat maupun daerah, serta dalam lingkungan BUMN/BUMD.
Pelayanan ini dapat meliputi penyediaan barang maupun jasa untuk
memenuhi kebutuhan masyarakat.

Menurut Departemen Dalam Negeri (2004), pelayanan publik
merupakan proses memberikan bantuan kepada masyarakat dengan
metode tertentu yang mengutamakan kepekaan serta hubungan
interpersonal,  sehingga dapat menghasilkan  kepuasan dan
keberhasilan. Setiap layanan yang diberikan menghasilkan suatu
produk, baik dalam bentuk barang maupun jasa.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik menetapkan bahwa pelayanan publik merupakan serangkaian
aktivitas yang bertujuan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat sesuai
dengan ketentuan perundang-undangan?*. Pelayanan ini mencakup
penyediaan barang, jasa, serta layanan administratif bagi setiap warga
negara dan penduduk.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pelayanan publik
adalah upaya terencana yang dilakukan oleh penyelenggara negara

dalam menyediakan barang dan/atau jasa untuk memenuhi kebutuhan

23Robi CahyadiKumiawan, “Tantangan Kualitas Pelayanan Publik Pada Pemerintah Daerah,” Jumal
limiah Administrasi Publik Dan Pembangunan 7, no. 1 (2016): 15-26.

24 Ni Ketut Riani, “Strategi Peningkatan Pelayanan Publik,” Jurnal Inovasi Penelitian 1,no.11 (2021):
2443-52.
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masyaraka. Hal ini menjadi hak setiap warga negara yang dijamin oleh
undang-undang, sementara penyelenggara layanan publik memiliki

kewajiban untuk melaksanakannya.

. Standart Pelayanan Publik

Standar pelayanan merupakan acuan yang digunakan sebagai
pedoman bagi penyelenggara layanan serta sebagai ukuran dalam
menilai kualitas pelayanan. Standar ini mencerminkan kewajiban dan
komitmen penyelenggara kepada masyarakat untuk memberikan
layanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur,
sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 pasal 1 Tahun
2009 tentang Pelayanan Publik?®. Berdasarkan Keputusan Menteri
Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003 tentang
Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik, standar
pelayanan harus mencakup berbagai aspek yang meliputi:

1) Prosedur pelayanan yang diterapkan harus mencakup aspek
kesederhanaan, yaitu mempermudah masyarakat dalam
mengakses layanan serta dalam memenuhi persyaratan yang
ditetapkan.

2) Waktu penyelesaian ditentukan sejak pengajuan permohonan
serta harus sesuai dengan durasi layanan yang telah ditetapkan.
Termasuk di dalamnya adalah penyelesaian pengaduan, yang

harus memastikan menjamin meluangkan waktu dalam

25 Riani.
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memberikan pelayanan sesuai dengan standar waktu yang
berlaku.

3) Biaya Tarif layanan harus mencakup rincian dalam proses
penyelenggaraan, dengan penetapan biaya yang wajar,
transparan, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

4) Produk layanan yang disediakan harus sesuai dengan peraturan
yang berlaku. Selain itu, penyelenggara pelayanan publik wajib
menyediakan sarana dan prasarana yang memadai, termasuk
fasilitas pendukung seperti meja, kursi, ruang tunggu, tempat
ibadah, dan toilet. Kemudahan serta kenyamanan dalam

mengakses layanan juga harus dijamin bagi masyarakat.

Selain itu, berdasarkan Permenpan dan RB No. 15 Tahun 2015,
Siti Hidayah dalam Mulyadi dkk (2016:197-198) menjelaskan bahwa
terdapat beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam proses
penyusunan, penetapan, dan penerapan standar pelayanan publik 26.

yaitu sebagai berikut:

1) Sederhana
Standar pelayanan harus dirancang agar mudah dipahami,
diikuti, dan dilaksanakan, serta memiliki prosedur yang
transparan, terukur, dan biaya yang terjangkau bagi masyarakat

maupun penyelenggara.

26 Gjti Hidayah, ‘Peran Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sulawesi Selatan Dalm
Pengawasan Pelayanan Publik Di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Bpjs) Kesehatan Kota
Makassar’ (Universitas Negeri Makassar,2018).
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2) Partisipatif
Penyusunan standar pelayanan dilakukan dengan melibatkan
masyarakat dan pihak terkait melalui diskusi bersama untuk
mencapai keselarasan berdasarkan komitmen atau kesepakatan
yang disetujui bersama.

3) Akuntabel
Setiap aspek dalam standar pelayanan harus dapat di
implementasikan secara efektif dan dipertanggungjawabkan
kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

4) Berkelanjutan
Standar pelayanan perlu diperbarui secara menerus sebagai
upaya untuk meningkatkan kualitas serta mendorong inovasi
dalam pelayanan.

5) Transparansi
Standar layanan harus terbuka dan dapat diakses oleh
masyarakat dengan mudah.

6) Keadilan
Standar pelayanan harus memastikan bahwa layanan yang
diberikan dapat diakses oleh seluruh masyarakat, tanpa

terkecuali, terlepas dari perbedaan status ekonomi, jarak,

maupun lokasi geografis.

Berdasarkan standar pelayanan publik yang telah diuraikan,
dapat disimpulkan bahwa setiap organisasi maupun aparatur negara

wajib menjalankan pelayanan publik sesuai dengan standar yang telah
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ditetapkan oleh organisasi atau pemerintah. Jika pelayanan
dilaksanakan sesuai dengan standar tersebut, maka masyarakat akan

merasa puas, minim keluhan, dan tujuan pemerintah dapat tercapai.

c. Indikator Kualitas Pelayanan Publik
Peningkatan kualitas pelayanan setiap organisasi maupun instansi
pemerintah  perlu  memperhatikan  aspek-aspek  kunci dalam
penyelenggaraan layanan publik agar berjalan sesuai dengan prosedur
yang telah ditetapkan. Menurut Fitzsimmons dalam Mulyadi dkk
(2016:43), Untuk agar dapat memberikan pelayanan yang optimal,
instansi harus memiliki Kinerja yang baik, termasuk menjaga kualitas
penyampaian informasi kepada masyarakat. memperoleh layanan yang
jelas dan akurat. Selain itu, pegawai juga harus memiliki rasa tanggung
jawab dalam menjalankan tugasnya?’. Dalam upaya ntuk meningkatkan
kualitas  pelayanan  publik, penyelenggara layanan  perlu
memperhatikan berbagai aspek kunci yang berdampak bagi masyarakat
diantaranya sebagai berikut:
1) Fasilitas Penunjang (Supporting Facilities)
Fasilitas ini mencakup sarana dan prasarana fisik (infrastruktur)
yang harus disiapkan terlebih dahulu sebelum suatu layanan
publik dapat diberikan atau ditawarkan kepada masyarakat?®.

Seperti gedung, peralatan, teknologi, jaringan komunikasi,

27 Hasan Basri Ginting, ‘Analisis Pelayanan Publik Pada Dinas Sosial Pemerintah Kabupaten Karw’
(Universitas Quality, 2019).

28 Ida Ayu Putu Widiati and Indah Permatasari, “Strategi Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan
(Sustainable Tourism Development) Berbasis Lingkungan Pada Fasilitas Penunjang Pariwisata Di
Kabupaten Badung,” Kertha Wicaksana 16,n0. 1 (2022): 35-44.
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hingga sistem pendukung lainnya yang menjamin kelancaran
operasional suatu layanan. Misalnya, dalam pelayanan
kesehatan, fasilitas penunjang meliputi gedung rumah sakit, alat
medis, sistem pencatatan pasien, hingga jaringan listrik dan air
bersin. Begitu juga dalam layanan pendidikan, fasilitas
penunjang bisa berupa ruang kelas, laboratorium, perpustakaan,
serta infrastruktur digital untuk pembelajaran. Ketersediaan dan
kualitas fasilitas penunjang sangat penting, karena fasilitas yang
baik dapat meningkatkan kepuasan masyarakat, sementara
fasilitas yang buruk dapat menghambat pelayanan dan
mengurangi kepercayaan masyarakat.

Barang atau Jasa Pelengkap (Complimentary Products/Service)
Barang atau jasa yang dimaksud mencakup material, dokumen,
atau layanan lain yang perlu tersedia, dibeli, dan digunakan oleh
masyarakat sebagai pelengkap sebelum atau sesudah
memperolen pelayanan publik tertentu. Misalnya, dalam
pengurusan administrasi kependudukan seperti pembuatan KTP
elektronik, masyarakat perlu menyiapkan dokumen pendukung
seperti kartu keluarga dan akta kelahiran. Dalam pelayanan
kesehatan, pasien mungkin perlu membeli obat atau alat
kesehatan tertentu yang tidak disediakan langsung oleh fasilitas
kesehatan. Sementara itu, jasa pelengkap mencakup berbagai
layanan tambahan yang diperlukan dalam kaitannya dengan

suatu pelayanan publik. Contohnya, dalam proses pengurusan
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SIM (Surat Izin Mengemudi), calon pelamar perlu mengikuti
pelatihan mengemudi sebelum bisa mengikuti ujian praktik.
Dalam layanan pendidikan, peserta didik mungkin memerlukan
bimbingan belajar tambahan untuk mendukung pemahaman
terhadap materi yang diajarkan di sekolah.
3) Layanan Eksplisit (Explicit Services)
Layanan eksplisit merupakan bentuk nyata yang menjadi
substansi utama atau inti dari manfaat pelayanan publik yang
diterima dan dirasakan oleh masyarakat?®. Misalnya, dalam
pelayanan kesehatan, layanan eksplisit dapat berupa
pemeriksaan dokter, tindakan medis, atau pemberian obat
kepada pasien. Dalam sektor pendidikan, layanan eksplisit
mencakup kegiatan belajar mengajar yang diberikan oleh guru
kepada siswa, baik secara tatap muka maupun melalui platform
digital. Begitu juga dalam layanan administrasi kependudukan,
seperti pembuatan KTP atau paspor, layanan eksplisit dapat
berupa dokumen resmi yang diterima oleh masyarakat setelah
proses administrasi selesai.
4) Manfaat Tersirat (Implicit Services)

Manfaat tersirat dalam pelayanan publik adalah manfaat yang
dirasakan secara psikologis oleh masyarakat sebagai dampak

eksternal dari layanan yang disediakan oleh pemerintah

29 Ginting, “Analisis Pelayanan Publik Pada Dinas Sosial Pemerintah Kabupaten Karo.”



27

daerah.3% Misalnya, dalam pelayanan kesehatan di rumah sakit
atau puskesmas, manfaat tersirat dapat berupa rasa tenang dan
kepercayaan yang dirasakan pasien ketika mendapatkan
penanganan dari tenaga medis yang profesional dan ramah.
Dalam layanan administrasi kependudukan, masyarakat dapat
merasakan manfaat tersirat berupa rasa lega dan kepuasan
ketika proses pembuatan dokumen berjalan cepat, transparan,

dan tanpa kendala.

Secara terinci pernyataan Master dalam Sinambela (2017:14)
menyatakan bahwa dalam upaya memberikan pelayanan yang optimal,
penyelenggara layanan sering menghadapi berbagai hambatan yang
dapat menyebabkan pelayanan publik kurang memuaskan bagi

masyarakat. Beberapa kendala dalam mengembangkan sistem

manajemen kualitas pelayanan antara lain sebagai berikut:

1) Belum adanya komitmen dari manajemen.

2) Belum adanya pengetahuan dan kurang pahamnya tentang
manajemen kualitas bagi aparatur yang bertugas.

3) Belum mampunya perencananaan manajemen kualitas yang
dijadikan pedoman dalam pelayanan.

4) Pendidikan serta pelatihan yang terus menerus belum

dioptimalkan.

30 Yuni Anggorowati, Edah Jubaedah,and SaniSusanto, “ImplikasiKualitas Pelayanan Dan Produk
Di Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat,” Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Iimu
Dan Praktek Administrasi 16, no. 1 (2019): 33-50.
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5) Belum mampunya dalam membangun learning, organization,
learning by the individual dalam organisasi.

6) Belum sesuaiannya antara struktur organisasi dengan
kebutuhan.

7) Belum cukupnya sumber daya serta sumber dana.

8) Belum ada ketetapatan dalam mengurus prinsip manajemen
kualitas kedalam organisasi.

9) Belum ada Kketetapatan dalam meberi perhatian kepada
masyarakat, baik dalam internal maupun eksternal.

10) Belum ada ketetapatan dalam pemberdayaan dan kerja sama.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti menetapkan indikator kualitas
pelayanan publik pada Biro Organisasi dan Tata Laksana Kementerian Agama
RI, yaitu: Fasilitas Penunjang (Supporting Facilities), Barang dan Jasa
Pelengkap (Complimentary Products/Services), Layanan Eksplisit (Explicit

Services), serta Manfaat Tersirat (Implicit Services).

Penilaian terkait sejauh mana kualitas pelayanan publik yang diberikan
oleh aparatur negara, diperlukan sejumlah kriteria atau faktor yang dapat
menentukan apakah suatu layanan tergolong baik atau tidak3!. Organisasi yang
bergerak di bidang pelayanan publik memiliki karakteristik akuntabilitas
publik, di mana setiap warga negara berhak menilai serta mengevaluasi

layanan yang mereka terima. Partisipasi masyarakat sebagai penerima layanan

31 Sintia Bela Aprilia, Nurul Umi Ati, and Retno Wulan Sekarsari, “Analisis Kualitas Pelayanan
Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kecamatan Dampit Dalam Menanggapi Pengaduan
Masyarakat Untuk Meningkatkan Kepuasan Pelanggan (Studi Pada Desa Pamotan, Ubalan, Dawuhan
Kecamatan Dampit Kabupaten Malang),” Respon Publik 14, no. 5 (2020): 1-13.
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menjadi aspek penting dalam menilai kualitas pelayanan, karena tanpa

keterlibatan mereka, penilaian terhadap kualitas layanan akan sulit dilakukan.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa kualitas pelayanan yang

diberikan oleh aparatur negara sangat dipengaruhi oleh perilaku internal

birokrasi itu sendiri. Proses penilaian pelayanan publik mencakup beberapa

tahapan yang harus diperhatikan yaitu:

1)

2)

3)

Pengumpulan Data

Tahap awal dalam penilaian pelayanan publik adalah
mengumpulkan data mengenai kualitas layanan di setiap
instansi, data tersebut dapat diperolen melalui laporan internal,
survei pengguna, atau pemantauan eksternal oleh lembaga
independen. Pengumpulan data dilakukan secara sistematis
guna memastikan hasil yang valid dan representatif.

Penilaian

Setelah data dikumpulkan, evaluasi dilakukan berdasarkan
indikator-indikator yang ditetapkan dalam Permen PANRB No.
4 Tahun 2023. Setiap aspek pelayanan dinilai dengan skor
tertentu, yang kemudian diakumulasi untuk menentukan nilai
keseluruhan Indeks Pelayanan Publik.

Analisis

Hasil penilaian kemudian dianalisis untuk mengidentifikasi
kelebihan dan kekurangan dalam pelayanan publik yang telah
diberikan. Melalui analisis ini, instansi pemerintah dapat

menentukan area yang perlu ditingkatkan perlu diperbaiki serta



30

merumuskan strategi yang tepat guna meningkatkan kualitas
layanan.
3. Biro Organisasi dan Tata Laksana
a. Definisi Biro Organisasi dan Tata Laksana

Biro Organaisasi dan Tata Laksana (Biro Ortala) adalah salah
satu unit pelaksana di lingkungan Kementrian Agama Republik
Indonesia yang memiliki tanggung jawab strategis dalam pengelolaan
organisasi dantata laksana3?. Biro Ortala juga sebagai penggerak dalam
menetapkan kebijakan teknis, pelaksanaan pelatihan, serta pengaturan
di bidang organisasi dan tata laksana untuk mendukung kinerja dan
reformasi birokrasi di Kementrian Agama.

Biro Ortala berfungsi untuk menciptakan organisasi yang
efisiensi, transparan, dan akuntabel sesuai dengan prinsip tata kelola
yang baik33. Dalam menjalankannya, dan biro oratala bertanggung
jawab menyusun norma, standar, prosedur, dankriterial (NSPK) terkait
organisasi, merancang penyederhanaan birokrasi, serta memastikan
penerapan sistam tata kelolah yang berbasis teknologi informasi.

Selain itu, Biro Ortala aktif dalam menyelenggarakan pelatihan,
pendampingan, dan pengembangan kapasitas sumberdaya manusia di

bidang tata kelola organisasi. Yang bertujuan untuk meningkatkan

32 Jlham Syahbana Limbong, “Pengaruh Gaya Kepemimpinan Transformatif, Kompetensi Sumber
Daya Manusia, Dan Disiplin Kerja Terhadap Penerapan Good Government Governance (Studi Kasus:
Pada Pegawai Biro Organisasi Dan Tata Laksana Di Kementerian Agama Ri)” (Fakultas ekonomidan
bisnis uin jakarta,n.d.).

33 Herman Supriadi and Martani Huseini, “Inovasi Dilingkungan Di Kementerian Sekretariat Negara
RI Dilihat Dari Perspektif Knowledge Management,” Jurnal Reformasi Administrasi: Jurnal limiah
Untuk Mewujudkan Masyarakat Madani 7,no. 2 (2020): 63-79.
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kompetensi pegawai agar mampu menghadapi tantangan perubahan,
terutama dalam memujudkan pelyanan publik yang prima dan
responsive terhadap kebutuhan masyarakat.
b. Tugas dan Fungsi Biro Organisasi dan Tata Laksana

Biro Organaisasi dan Tata Laksana (Biro Ortala) Kementerian Agama
Republik Indonesia memiliki peran strategi dalam memastikan
pengelolahan organisasi dan tata laksana berjalan secara efektif,
efensien, dansesuai dengan prinsip tatakelola pemerintahan yang baik.
Sebagai dari upaya mendukung reformasi birokrasi®4. Biro Ortala
bertanggung jawab atas aspek yang berkaitan dengan struktur
organisasi, simtem kerja, dan perencanaan tata laksana di lingkungan
Kementrian Agama RI Berikut adalah tugas dan fungsi utamam Biro
Ortala:

a) Tugas Biro Organaisasi dan Tata Laksana: Menyusun kebijakan
teknis serta melakukan pembinaan dan penataan dalam bidang
organisasi dan tata laksana, serta melaksanakan program
reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja di lingkungan
instansi terkait. Kementerian Pertahanan.

b) Fungsi Biro Organaisasi dan Tata Laksana:

1) Perumusan kebijakan teknis di bidang organisasi dan tata
laksana Kementerian Pertahanan.
2) Pembinaan dan penataan organisasi serta tata laksana di

lingkungan Kementerian Pertahanan.

34 Menteri Agama Republik Indonesia, ‘Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 9
Tahun 2016 TentangPedoman Tata Naskah Dinas Pada Kementerian Agama’.
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3) Pelaksanaan  standardisasi jabatan di lingkungan
Kementerian Pertahanan.
4) Pengkoordinasian dan fasilitasi pelaksanaan,
pengembangan program, serta evaluasi reformasi birokrasi
di lingkungan Kementerian Pertahanan.
5) Perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi akuntabilitas
Kinerja di lingkungan Kementerian Pertahanan.
6) Pengelolaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Biro.
B. Kajian Integrasi
1. Manajemen Kinerja Menurut Pandangan Islam
Al-Qur’an sebagai pedoman bagi umat manusia tidak hanya berfungsi
sebagai petunjuk, tetapi juga memberikan prinsip-prinsip manajerial dalam
menjalankan pekerjaan atau usaha yang bermanfaat. Al-Qur’an
menetapkan kaidah dasar yang dapat diterapkan dalam berbagai aspek
kehidupan. Sebagai kitab yang berisi contoh bagaimana manusia dapat
berubah dari ketidaktahuan, ketertinggalan, dan perilaku tidak beradab
menjadi individu yang berilmu, beradab, dan maju, Al-Qur’an menjadi
sumber utama dalam pengembangan sumber daya manusia. Oleh karena
itu, mempelajari Al-Qur’an dari perspektif pengembangan SDM dapat
memperkaya serta memurnikan konsep manajemen praktis yang inovatif.

Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur’an surah Al Ahgaf ayat 19:

O3l ¥ fag AT ey ol & o3 5



33

Artinya: “Dan bagi masing-masing mereka derajat menurut apa yang
telah mereka kerjakan dan agar Allah mencukupkan bagi mereka (balasan)

pekerjaan-pekerjaan mereka sedang mereka tiada dirugikan”

Menurut Al-Mishbah karya M. Quraish Shihab ayat ini menegaskan bahwa
setiap manusia akan mendapatkan balasan sesuai dengan amal perbuatannya.
Prinsip ini mengajarkan nilai keadilan dan tanggung jawab individu dalam
bekerja. Dalam konteks manajemen kinerja ASN, ayat ini merefleksikan
pentingnya sistem penghargaan (reward) dan evaluasi (performance appraisal)
yang proporsional. Pegawai yang berprestasi harus dihargai sesuai
kontribusinya, sedangkan yang lalai perlu mendapatkan pembinaan agar

mampu memperbaiki kinerjanya.

Ayat ini juga menjadi dasar etika kerja Islami, bahwa setiap pegawai harus
melaksanakan tugasnya dengan amanah (integritas), itgan (profesional), dan
ihsan (kesungguhan) sebagai bentuk tanggung jawab spiritual dan sosial.
Dengan demikian, kinerja ASN tidak hanya diukur dari hasil kerja semata,

tetapi juga dari nilai moral danniat tulus dalam pengabdian kepadamasyarakat

dan negara.

2. Pelayanan Publik Menurut Pandangan Islam
Pelayanan publik berdasarkan kitab suci Al-Qur’an terdapat ayat yang
berkaitan dengan pelayanan publik, di mana Allah menganjurkan setiap
orang beriman untuk memberikan pelayanan yang baik kepada sesama.

Allah swt berfirman dalam Surat An-Nisa ayat 36:
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Artinya: “Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya

dengan sesuatupun, dan berbuat baiklah kepada dua orang Ibu-Bapak,

karibkerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat

dan tetangga yang jauh, dan teman sejawat, lbnu sabil dan hamba

sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang
sombong dan membangga-banggakan diri”

Menurut Ibnu Katsir ayat ini berisi perintah untuk berbuat baik kepada
sesama tanpa diskriminasi. Dalam konteks administrasi publik, ayat ini
menegaskan bahwa pelayanan publik merupakan bagian dari ibadah sosial
(mu‘amalah) yang dilandasi nilai-nilai keadilan, kasih sayang, dan empati.
Pegawai ASN harus meneladani prinsip ini dengan memberikan pelayanan
yang adil, jujur, dan tidak membeda-bedakan masyarakat berdasarkan latar
belakang sosial maupun ekonomi.

Selain itu, menurut Departemen Agama Rl (2010) dalam Tafsir Al-
Qur’an Tematik, pelayanan publik dalam Islam mencerminkan tanggung
jawab moral pemerintah untuk menegakkan keadilan sosial (al-‘adl al-
jtima‘i) serta menjamin kemaslahatan umat (maslahah ‘ammah). Oleh
karena itu, ASN sebagai pelaksana pelayanan publik dituntut memiliki
orientasi pelayanan yang tulus dan profesional, bukan sekadar

administratif.
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BAB Il

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Peneliti menggunakan metode kualitatif, yang berjudul “Manajemen
Kinerja Pegawai ASN Untuk Meningkatkat Kualitas Pelayanan Publik di Biro
Organisasi dan Tata Laksana Kementrian Agama R1.” Peneliti memilih untuk
menggunakan pendekatan kualitatif. karena pendekatan kualitatif menawarkan
penjelasan yang kaya akan konteks di mana sebuah fenomena terjadi3®. Hal ini
membantu dalam memahami cara-cara di mana unsur-unsur sosial, budaya,
dan lingkungan berdampak pada topik yang sedang diteliti. Walidin dKkk,
mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai metode untuk mempelajari
fenomena manusia atau sosial dengan melaporkan pendapat mendalam yang
dikumpulkan dari sumber informan, melakukan penelitian dalam lingkungan
yang alamiah, dan menghasilkan gambaran menyeluruh dan rumit yang dapat
diekspresikan dengan kata-kata.

Penelitian lapangan merupakan jenis penelitian yang digunakan oleh
peneliti. Peneliti dapat terlibat langsung dengan topik penelitian dan
melakukan penelitian di lokasi dengan menggunakan jenis penelitian
lapangan®®. Dedy Mulyana menyatakan bahwa salah satu jenis penelitian yang

meneliti fenomena di lingkungan aslinya disebut dengan penelitian lapangan.

35 Muhammad Rijal Fadli, “Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif,” Humanika, Kajian
limiah Mata Kuliah Umum 21, no. 1 (2021): 33-54.

36 Ellen Mahendra Agatha and Dyva Claretta, “Program Pendayagunaan Masyarakat Pada Kegatan
LmilInnovation Weeks2023,” Karya: Jurnal Pengabdian KepadaMasyarakat 3,no.1 (2023): 234-37.

36
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Untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan sesuai dengan kenyataan,

maka data utama dikumpulkan dari lapangan.

. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan latar kajian dari penelitian. Dalam
penelitian berikut peneliti memilih kantor Biro Organaisasi dan Tata Laksana
(Biro Ortala) Kementrian Agama Republik Indonesia memiliki peran strategi
dalam memastikan pengelolahan organisasi dan tata laksana berjalan secara
efektif, efensien, dan sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.
Peneliti tertarik untuk mengambil lokasi untuk di jadikan sebuah penelitian.

. Kehadiran Peneliti

Keterlibatan peneliti sangat penting dalam penelitian kualitatif karena
peneliti merupakan alat utama untuk mengumpulkan data. Meurut Sugiyono
bahwa dalam penelitian kualitatif, peneliti harus secara langsung terlibat dalam
proses pengumpulan data melaui observasi, wawancara, dan study
dokumentasi. Kehadiran peneliti di lokasi sangatlah diperlukan untuk
memahami fenomena yang terjadi di lapangan secara mendalam.

Proses untuk mendapatkan wawasan yang menyeluruh, peneliti tidak
hanya mengumpulkan data tetapi juga mengevaluasinya melalui keterlibatan
secara langsung. Hadir secara fisik di lapangan juga memungkinkan peneliti
untuk membangun hubungan baik dengan para partisipan, yang sering kali

sangat penting untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan oleh peneliti.
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D. Data dan Sumber Data
Data adalah kumpulan nilai atau informasi yang diperoleh dari
pengamatan suatu objek; dapat berupa kualitatif, verbal, atau numerik®’. Secara
teori, data berfungsi sebagai dasar yang tidak memihak untuk pembuatan
kebijakan atau proses pengambilan keputusan yang membahas masalah yang
dihadapi para pengambil keputusan. Data primer dan sekunder adalah dua
kategori data yang digunakan dalam penelitian ini.
1. Data Primer
Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber secara
langsung melaui pengamatan, pencatatan, atau interaksi langsung,
seperti wawancara dan observasi®®. Dalam penelitian ini, sumber data
primer meliputi wawancara dengan narasumber hasil obeservasi dan
dokumentasi yang dilakuakan peneliti mengenai Manajemen Kinerja
Pegawai ASN Untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Di Biro
Organisasi Dan Tata Laksana Kementrian Agama RI.
2. Data Sekunder
Data sekunder adalah data-data yang diperoleh dari sumber
pihak kedua atau sumber sekunder®?. Data sekunder dalam penelitian
ini dapat berupa dokumen-dokumen pendukung, seperti laporan, jurnal,

buku, artikel, dan sumber lainnya yang sesuai dengan topik penelitian,

37 Syafrizal Helmi Situmorang et al., Analisis Data Untuk Riset Manajemen Dan Bisnis (USUpress,
2010).

38 Asep Nurwanda and Elis Badriah, “Analisis Program Inovasi Desa Dalam Mendorong
Pengembangan Ekonomi Lokal Oleh Tim Pelaksana Inovasi Desa (PID) Di Desa Bangunhara
Kabupaten Ciamis,” Dinamika: Jurnal limiah llmu Administrasi Negara 7, no. 1 (2020): 68-75.

39 Amelia Innayah, Zamzam Mustofa, and Amir Mukminin, “Upaya Peningkatan Keterampilan Siswa
Melalui Program Kelas Keterampilan TKR (Tata Kecantikan Kulit Dan Rambut) Dan TOKR (Teknik
Otomotif Dan Kendaraan Ringan) Di MAN 2 Ngawi,” Jurnal Tawadhu 7, no. 1 (2023): 24-32.
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terkai manajemen kinerja pegawai ASN untuk meningkatkan kualitas

pelayanan publik.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti merupakan

rangakain proses yang disesuaikan dengan metode penelitian yang digunakan.

Penelitian ini mengunakan pendekatan kualitatif, yang melibatkan tahapan-

tahapan saling berhubungan. Dalam penelitian kualitaif, pengumpulan data

lebih memfocuskan pada deskripsi naratif, analisis, serta interprestasi terhadap

fenomena yang diamati. Adapun metode pengumpulan data dalam penelitian

ini meliputi:

1.

2.

Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data yang
memanfaatkan panca indra dengan pencatatan rinci terhadap objek
penelitian. Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data terkait
kondisi fisik, lokasi geografis, fasilitas, serta proses belajar mengajar.
Dalam penelitian ini, peneliti melakukan observasi dengan mengamati
lingkungan kantor, khususnya terkait kinerja pegawai terhadap kualitas
pelayanan publik di Biro Organisasi dan Tata Laksana Kementerian
Agama RI.
Wawancara

Metode wawancara, atau yang juga dikenal sebagai interview,
merupakan bentuk komunikasi antara pewawancara dan narasumber
dengan tujuan memperoleh informasi. Dalam penelitian ini, digunakan

wawancara terstruktur, di mana pewawancara terlebih dahulu
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menyusun daftar pertanyaan yang akan diajukan kepada informan.
Wawancara dalam penelitian ini difokuskan pada aspek-aspek yang
berkaitan dengan kinerja pegawai ASN dalam upaya meningkatkan
kualitas pelayanan publik di Biro Organisasi dan Tata Laksana
Kementerian Agama RI.

Peneliti bertemu secara langsung dengan Kepala Kasubbag TU,
Kepala Kabag Evaluasi Kinerja Organisasi dan Fasilitasi Penyelesaian
Hasil Pengawasan, serta staf pegawai. Tujuannya adalah untuk
menggali informasi mendalam mengenai perencanan indikator kinerja
pegawai ASN, dan hambatan yang di hadapi, serta evaluasi kinerja
pegawai ASN yang diterapkan di biro organisasi dan tata laksana
kementrian agama RI.

Dokumentasi

Metode dokumentasi, meruapakan teknik pengumpulan data
yang melibatkan pencarian informasi dari berbagai sumber tertulis,
seperti buku, majalah, surat kabar, catatan, transkrip, prasasti, notulen
rapat, agenda, dan sejenisnya. Dalam hal ini, peneliti bertujuan
mengumpulkan dokumen-dokumen tertentu untuk mendukung tujuan
penelitian. Jenis dokumentasi yang dimanfaatkan oleh peneliti
meliputi: Profil singkat instansi, Visi serta Misi instansi, Struktur
organisasi, Data pegawai, serta dokumen lain yang relevan dengan
fokus penelitian terkait Perencanaana Indikator Kinerja Pegawai ASN

di Biro Organisasi dan Tata Laksana Kementerian Agama RI.
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F. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data yang memerlukan
proses metode untuk mengatur, menggabungkan, dan meringkas informasi dari
observasi, wawancara, dan dokumentasi merupakan metode yang digunakan
dalam pengumpulan data. Tujuan analisis data adalah untuk mengidentifikasi
dan menyaring informasi yang paling relevan, serta menyusun kesimpulan
yang jelas dan mudah dipahami baik oleh peneliti maupun pihak lainya®°.
Penelitian ini menerapkan model analisis interaktif dari Miles dan Huberman,
yang mencakup beberapa tahapan, yaitu:

1. Pengumpulan Data: Pengumpulan data dilakukan dengan
menggunakan teknik observasi, wawancara, dan studi dokumentasi
untuk memperoleh informasi yang diperlukan dalam penelitian.

2. Reduksi Data: Reduksi data adalah proses seleksi, pemfokusan,
penyederhanaan, pengabstrakan, serta transformasi data mentah yang
diperoleh dari catatan lapangan.

3. Penyajian Data: Dalam penelitian kualitatif, data dapat disajikan dalam
bentuk ringkasan deskriptif, diagram, hubungan antar kategori, alur
kerja (flowchart), dan format sejenis lainnya.

4. Penarikan Kesimpulan: Penarikan kesimpulan merupakan tahap
penting dalam proses analisis data atau informasi yang telah disajikan.
Ini melibatkan penggunaan logika dan penalaran untuk merumuskan

makna dari datayang telah dikumpulkan atau disajikan. Proses ini tidak

40 Aziz Abdul, “Teknik Analisis Data,” Universitas Negeri Makassar. Alfiyani,no.2018 (2020).
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hanya terbatas pada menyimpulkan apa yang telah terjadi, tetapi juga
mencakup pengembangan pemahaman yang lebih dalam, identifikasi
pola atau tren, serta penarikan implikasi atau rekomendasi berdasarkan
temuan.
G. Teknik Keabsaan Data
Pentingnya menguji kebebasan data tercermin dalam pengujian
validitas dan reliabilitas. Validitas mengacu pada sejauh mana data benar dan
akurat, sebagaimana tercermin pada objek penelitian dan dilaporkan oleh
peneliti*l. Dedy Mulyana menyatakan bahwa salah satu jenis penelitian yang
meneliti fenomena di lingkungan aslinya disebut dengan penelitian lapangan.
Untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan sesuai dengan kenyataan,
maka data utama dikumpulkan dari lapangan.
1. Triangulasi Sumber
Metode triangulasi sumber melibatkan proses perbandingan dan
verifikasi untuk menilai tingkat kepercayaan informasi yang diperoleh
dari berbagai sumber. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan analisis
mendalam untuk memvalidasi setiap informasi yang dikumpulkan dari
sumber yang berbeda.
2. Triangulasi Teknik
Triangulasi teknik adalah proses pengujian kredibilitas data diperoleh
dengan menerapkan berbagai metode berbeda untuk menilai data yang

berasal dari sumber yang sama, seperti wawancara yang

41 Amild Augina Mekarisce, “Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Pada Penelitian Kualitatif Di
Bidang Kesehatan Masyarakat,” Jurnal limiah Kesehatan Masyarakat: Media Komunikasi Komunitas
Kesehatan Masyarakat 12, no. 3 (2020): 145-51.
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dikombinasikan dengan observasi dan dokumentasi. Melalui ketiga
metode ini, peneliti memverifikasi keaslian data yang diperoleh. Jika
terdapat ketidaksesuaian data, peneliti akan memeriksa kembali kepada
sumber lain untuk menentukan data mana yang dianggap valid atau
mempertimbangkan kemungkinan bahwa semua databenar, mengingat
setiap individu memiliki pandangan yang berbeda.
H. Prosedur Penelitian
Prosedur penelitian merupakan serangkaian langkah yang dilakukan
oleh peneliti. Dalam penelitian ini, prosedur penelitian dibagi menjadi
beberapa tahap:
a. Padatahap menentukan masalah penelitian, peneliti melakuaknan studi
pendahuluan untuk mengidentifikasi isu-isu utama yang akan diteliti.
b. Padatahap pengumpulan data, penelitian memulai dengan menentukan
sumber data, seperti jurnal, artikel, dan buku-buku yang relevan, dan
mengunakan metode observasi, wawancara, serta dokumentasi untuk
mengumpulkan informasi.
c. Analisis dan penyajian data mencakup proses menganalisis data yang
telah dikumpulkan dan kemudian menarik kesimpualan bedasarkan

hasil anlisis tersebut.



BAB IV
PAPARAN DATA DANHASIL PENELITIAN
A. Paparan Data
1. Sejarah Biro Organisasi Dan Tata Laksana Kementrian Agama RI

Biro Organisasi dan Tata Laksana (Organisasi dan Tata Laksana)
Kementerian Agama RI memiliki sejarah yang panjang, mencerminkan
perjalanan Kementerian Agama dalam membangun dan mengembangkan
sistem organisasi serta tata laksana yang efisien. Kementerian Agama
dibentuk pada 3 Januari 1946, bertujuan untuk memelihara dan menjamin
kepentingan agama serta pemeluk-pemeluknya. Biro Organisasi dan Tata
Laksana (Ortala) merupakan salah satu unit kerja di bawah Sekretariat
Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia. Biro ini dibentuk untuk
menangani urusan pembinaan organisasi, tata laksana, serta evaluasi kinerja
birokrasi di lingkungan Kementerian Agama. Awalnya, fungsi Ortala
tersebar di beberapa unit dalam struktur Kementerian Agama. Seiring
dengan reformasi birokrasi dan tuntutan efisiensi tata kelola pemerintahan,
Biro Ortala dibentuk sebagai satu unit tersendiri guna meningkatkan
efektivitas pengelolaan organisasi.

Kementerian Agama (dahulu Departemen Agama) telah memiliki
fungsi kelembagaan yan g mengatur urusan keagamaan sejak awal
kemerdekaan. Seiring perkembangan zaman, struktur Kemenag terus
disesuaikan dengan kebutuhan dan tantangan yang ada, termasuk peran
Ortala dalam menjaga efisiensi dan efektivitas. Ortala memiliki peran

penting dalam memastikan Kemenag dapat menjalankan tugas-tugasnya
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dengan baik, baik dalam hal pelayanan keagamaan, pengembangan
pendidikan, serta pemberdayaan masyarakat beragam.
2. Tujuan Biro Organisai Dan Tata Laksana Kementrian Agama RI
Tujuan utama Biro Organisasi dan Tata Laksana (Ortala) Kementerian
Agama RI adalah untuk mengoordinasikan dan melaksanakan pembinaan
serta penataan organisasi, tata laksana, dan jabatan fungsional di seluruh
satuan organisasi di lingkungan Kementerian Agama.
3. Sarana dan Prasarana
Kantor Biro Organisasi dan Tata Laksana Kementerian Agama
Republik Indonesia. Tentunya memiliki Sarana dan Prasarana yang cukup
lengkap. Tidak hanya dalam bentuk gedung, sarana dan prasarana peralatan
dan mesin di Biro Organisasi dan Tata Laksana Kementrian Agama RI juga

sudah memadai.

Gambar 4. 1 Halaman Kantor Gambar 4. 2 Bangunan Kantor



Gambar 4. 3 Ruang Rapat

4. Struktur Organisasi

BIRO
ORGANISASI DAN
TATA LAKSANA

BAGIAN
TATA LAKSANA

SUBBAGIAN
TATA LISAHA

JABATAN FUNGSIONAL
DAN JABATAN
PELAKSANA
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3. Data Pegawai

Tabel 4. 1 Data Pegawai
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No Nama Jabatan
1 Kepala Biro Organisasi
Dr. H. Nurudin, S.Pd.l, M.Si
Dan Tata Laksana
2 Ketua Tim Penguatan
Lugman Hakim, S.Ag. M.Pd o
Organisasi
3 Kartika Damawanti,S.Kom,MM Anggota
4 Kisman Supriyatna, SE Anggota
5 Hasyim Khumaedi, S.Kom Anggota
6 Bakhrul Adyani, S. Kor Anggota
7 Idris Raharja, S.Pd Anggota
8 Astrid Itsnawati Anggota
9 Komang Wahyulia Saraswati S.Tr.Ab Anggota
10 Ketua Tim Pelaporan
Mohammad M. Hidayat, M.Ag.MM o o
Kinerja Organisasi
11 Joko Sutaryo, S.Kom Anggota
12 Jamalludin, S.Kom Anggota
13 Muhammad Reza,SH Anggota
14 Astiyan Widiatmoko, S. Pd Anggota
15 Ari Batini, ST Anggota
16 Mochamad Husein Haekal, S.Kom Anggota
17 Andi Supardi,S. Sos Anggota
18 Afif Afifudin, SE Anggota
19 Ajat S.Pd.I Anggota
20 Kepala Sub Bagian Tata
Muhammad Su'bi,S.Ag, M.M Usaha
21 Donna Aprillida Badrun, SH, MM Anggota
22 Achmad Gufron, S.Kom, MM Anggota
23 Chilyati,S.Ip Anggota
24 Ahmad Syahroni Anggota
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25 Kristanto, S.Kom Anggota
26 Abdu Burhan SE. MM Anggota
27 Shelvya Nabashah, S.Kom Anggota
28 Asto Hadi, SE Anggota
29 Soimatus Sholeha Anggota
30 Umar Abduh Anggota
31 Sariyoke Shintaruni, SE Anggota
32 Anggi Laksono Sidianto,S .Ip Anggota
33 Yudikasih Halawa S.E Anggota
34 Mareto Iko Herliyanto S.H Anggota
35 Riza Nugraha Anggota
36 Kepala Sub Bagian Tata
Icep Maulana Mansur, S.Ag, M.Pd
Usaha
37 Niken Listyowati, SE Anggota
38 Puji Astuti, SE Anggota
39 Musarofah, S. Kom Anggota
40 Ahmad Faiz S.E.I Anggota
41 Gusli, S.H.1I Anggota
42 Alfiansyah Anggota
43 Maskub Anggota
44 Dwiki Ramadhani Anggota
45 Ayimar Anggota

B. Hasil Penelitian

Pada bagian ini peneliti akan memaparkan hasil yang didapatkan dari

proses observasi, wawancara, dan dokumentasi selama melakukan penelitian

lapangan diBiro Organaisasi dan Tata Laksana Kementrian Agama R1. Peneliti

melakukan teknik pengumpulan data dengan observasi terlebih dahulu di Biro
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Organaisasi dan Tata Laksana. Setelah itu, peneliti melakukan penelitian
selama kurang lebih 2 bulan mulai Februari sampai Maret 2025.

Data ini didapatkan melalui hasil wawancara dan dokumentasi bersama
beberapa narasumber yang dianggap mampu memberikan kontribusi dalam
penelitian mengenai Manajemen Kinerja Pegawai ASN untuk Meningkatkan
Kualitas Pelayanan Publik di Biro Organisasi dan Tata Laksana Kementrian
Agama RI. Sebelum melakukan penelitian ini, terkadang peneliti juga bertanya
serta berdiskusi dengan dosen pembimbing dan teman sejawat untuk proses
pengumpulan datayang dibutuhkan. Adapun informan yang dijadikan subjek
penelitian dalam penelitian ini adalah, sebagai berikut.

Tabel 4. 2 Data Informan

No Nama Jabatan

1 Muhammad Kepala Sub Bagian Tata
Su'bi,S.Ag, M.M Usaha

2 Mohammad M. Ketua Tim Pelaporan

Hidayat, M.Ag.MM Kinerja Organisasi

3 Hasyim Khumaedi, Anggota Pegawai Tim

S.Kom Penguata Oraganisasi

Dengan adanya 3 informan dalam penelitian ini, diharapkan kedepannya
dapat membantu peneliti untuk memberikan pernyataan sesuai dengan topik
penelitian untuk memperoleh data penelitian sesuai dengan yang dibutuhkan
oleh peneliti. Selain itu data juga diperoleh melalui dokumentasi dan observasi
yang terkait dengan indicator kinerja pegawai ASN untuk meningkatkan

kualitas pelayanan publik padatanggal 27 Febuari 2025 sampai 30 April 2025.
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Hasil penelitian ini akan langsung dideskripsikan sesuai dengan kondisi yang
ada di lapangan. Berikut ini merupakan deskripsi hasil penelitian yang telah

dilakukan.

1. Perencanan Indikator Kinerja Pegawai ASN di Biro Organisasi dan
Tata Laksana Kementerian Agama R
Perencanaan merupakan bagian dari langkah-langkah mencapai
tujuan, baik dalam organisasi maupun dalam sebuah program agar
pelaksanaan program tersebut dapat berjalan dengan terukur dan terarah.
Adapun proses perencanaan indikaor kinerja pegawai ASN di Biro
Organisasi Dan Tata Laksana Kementrian Agama RI meliputi: penetapan
tujuan, analisis tugas dan fungsi jabatan, identifikasi indikator kinerja,
serta sosialisasi danpemahaman pegawai. Sebagaimana yang disampaikan
oleh Bapak Muhammad Su’bi, S. Ag, MM selaku Kepala Sub Bagian Tata
Usaha:
“Perencanaan indikator kinerja pegawai itu mas, dimulai dari
pedoman utamanya dulu, yaitu Keputusan Menteri Agama
tentang Sistem Manajemen Kinerja PNS. Nah, dari situ kita
baru menyusun Sasaran Kinerja Pegawai atau SKP, yang dibuat
oleh pimpinan dengan tujuan yang jelas dan terarah.”*2
Bapak Muhammad Su’bi, S. Ag, MM selaku Kepala Sub
Bagian Tata Usaha kemudian menambahkan jawaban yang selaras
dengan jawaban di atas
“Kenapa itu penting? Supaya semua pegawai paham peran

masing-masing dan bisa berkontribusi nyata untuk mencapai
tujuan yang sudah ditetapkan. Indikatoryang kita susun ini juga

42 Wawancara dengan Bapak Muhammad Su’bi, S. Ag, MM selaku Kepala Sub Bagian Tata Usaha,
pada tanggal20 Maret 2025 pukul 09.30
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diharapkan bisa jadi acuan kerja yang efektif, tentunya yang
sejalan dengan visi, misi, dan arah kebijakan Kementerian.”*3

Pernyataan di atas juga dipertegas oleh. Bapak Mohammad M.
Hidayat,M.Ag.MM selaku kepala Tim Pelaporan Kinerja Organisasi.

“Jadi mas, di tahap perencanaan itu yang pertama kita lakukan
adalah menetapkan dulu tujuan yang jelas dan terarah. Tujuan
inilah yang nantinya jadi dasar untuk menyusun indikator
kinerja pegawai. Karena sebenarnya arah kebijakan strategisnya
sudah ditetapkan oleh Menteri Agama lewat Keputusan Menteri
tentang Sistem Manajemen Kinerja PNS, maka kita diunit kerja
tinggal menyesuaikan dan menjalankan saja rencana yang
sudah dibuat di pusat.”*4

Beliau juga menambahkan bahwa:

“Meski begitu, penyesuaian tetap kita lakukan mas, supaya
selaras dengan karakter tugas, fungsi, dan tanggung jawab dari
masing-masing jabatan. Dengan begitu, indikator yang
diterapkan tetap relevan dan bisa diaplikasikan oleh seluruh
pegawai.”*®

43 Wawancara dengan Bapak Muhammad Su’bi, S. Ag, MM selaku Kepala Sub Bagian Tata Usaha,
padatanggal20 Maret 2025 pukul 10.00

44 Wawancara dengan Bapak Mohammad M. Hidayat,M.Ag.MM selaku kepala Tim Pelaporan
Kinerja Organisasi. Pada tanggal20 Maret2025 pukul 11.00

45 Wawancara dengan Bapak Mohammad M. Hidayat,M.Ag.MM selaku kepala Tim Pelaporan
Kinerja Organisasi. Pada tanggal20 Maret2025 pukul 11.00
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Gambar 4. 4 Pemetaan Rencana Kegiatan Indikator Kinerja
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Berdasarkan hasil wawancara terkait proses perencanaan indikator
kinerja pegawai ASN di Biro Organisasi dan Tata Laksana Kementerian
Agama RI,dapat disimpulkan bahwa perencanaan kinerja dilakukan dengan
berpedoman pada Keputusan Menteri Agama tentang Sistem Manajemen
Kinerja PNS. Tujuan utama dari perencanaan ini adalah memastikan setiap
pegawai memiliki arah kerja yang jelas serta kontribusi yang nyata terhadap

pencapaian tujuan organisasi.

Perencanaan dimulai dengan penetapan tujuan yang telah dirumuskan
di tingkat kementerian. Unit pelaksana, seperti Biro Ortala, kemudian
menyesuaikan pelaksanaan indikator kinerja berdasarkan arahan tersebut.
Hal ini menunjukkan bahwa proses perencanaan di tingkat biro bersifat
mengikuti garis kebijakan pusat, namun tetap memperhatikan kesesuaian
dengan fungsi dan tugas jabatan yang ada. Dengan demikian, indikator
kinerja yang disusun tidak hanya formalitas administratif, melainkan juga
menjadi alat untuk mengarahkan kerja pegawai agar sejalan dengan misi dan

target organisasi secara keseluruhan.

a. Penetapan Tujuan
Tujuan merupakan hasil yang ingin dicapai dalam jangka waktu
tertentu dan menjadi dasar untuk mengarahkan semua aktivitas
perencanaan. Tujuan dari indikator kinerja pegawai ASN di Biro Ortala
adalah untuk memastikan bahwa setiap pegawai memiliki kontribusi
yang jelas terhadap pencapaian tujuan, sehingga bedampak pada hasil
Kinerja pegawai. Sebagaimana pernyataan dari Bapak Muhammad

Su’bi, selaku kepala Sub Bagian Tata Usaha:
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“Kalau ditanya soal tujuan utama dari penyusunan indikator
kinerja, sebenarnya sederhana aja kok, mas. Intinya biar setiap
pegawai ngerti arah kerja mereka itu ke mana, jelas dan terarah.
Jadinggak kerja asal jalan aja. Dengan adanyaindikator kinerja,
setiap orang bisa lihat langsung hubungan antara tugas yang
mereka kerjakan sehari-hari dengan tujuan organisasi. Ini
penting banget, mas, supaya aktivitas yang dilakukan itu nggak
cuma rutinitas biasa, tapi benar-benar punya nilai dan dampak
nyata buat pencapaian visi dan misi instansi.”*6

Selain tujuan tersebut, beliau juga menambahkan bahwa
indikator Kinerja pegawai ASN memiliki peran strategis dalam
membentuk karakter organisasi yang unggul dan berorientasi hasil.
Sebagaimna yang telah beliau katakan:

“Indikator ini disusun supaya bisa membentuk budaya kerja
yang positif dan rapi. Jadi pegawai itu nggak sekadar
menjalankan kewajibannya, tapi juga tumbuh jadi pribadi yang
bisa jadi contoh dalam memberikan pelayanan ke masyarakat.
Kalau semua sudah paham indikatornya, mas, itu akan lebih
mudah buat mereka memahami dan menjalankan visi, misi,
serta sasaran strategis instansi. Semuanya jadi konsisten dan
berkesinambungan. Nggak cuma kerja asal selesai, tapi ada arah
dan maknanya.”*’

Pernyataan ini sejalan dengan pandangan Bapak Mohammad
M. Hidayat, selaku Kepala Tim Pelaporan Kinerja Organisasi. Beliau
menegaskan pentingnya kejelasan arah kerja melalui indikator Kinerja:

“Indikatorkinerja itu sebenarnya alat bantu aja, mas. Tujuannya
supaya kinerja pegawai bisa diukur, diarahkan, dan dievaluasi
denganjelas. Soalnya, kalau tujuan kerjanya aja nggak jelas dari
awal, ya nanti susah juga buat menilai sejaun mana kontribusi
pegawai terhadap organisasi. Makanya kita mulai dulu dari
penetapan tujuan yang spesifik dan terukur. Nah, dari situ baru
diturunkan ke level individu, supaya setiap pegawai paham
peran dan target yang harus dicapai.”*8

46 Wawancara dengan Bapak Muhammad Su’bi, S. Ag, MM selaku Kepala Sub Bagian Tata Usaha,
padatanggal20 Maret 2025 pukul 13.30

47 Wawancara dengan Bapak Muhammad Su’bi, S. Ag, MM selaku Kepala Sub Bagian Tata Usaha,,
padatanggal20 Maret 2025 pukul 14.00

48 Wawancara dengan Bapak Mohammad M. Hidayat,M.Ag.MM selaku kepala Tim Pelaporan
Kinerja Organisasi. Pada tanggal22 Maret 2025 pukul 09.30
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Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, dapat
disimpulkan bahwa indikator kinerja pegawai ASN memiliki peran
penting sebagai alat untuk mengarahkan, mengukur, dan mengevaluasi
kinerja secara sistematis. Penyusunan indikator Kinerja dimulai dari
penetapan tujuan organisasi yang spesifik dan terukur, kemudian
diturunkan ke level individu agar setiap pegawai memahami arah kerja
dan kontribusi yang diharapkan.

Tujuan utama dari indikator ini adalah untuk memastikan
bahwa setiap pekerjaan yang dilakukan pegawai tidak hanya sekadar
aktivitas rutin, tetapi memiliki nilai dan keterkaitan langsung dengan
pencapaian visi, misi, dan sasaran organisasi. Selain itu, indikator
kinerja juga berfungsi dalam membentuk karakter organisasi yang
berintegritas, profesional, inovatif, dan bertanggung jawab. Dengan
adanya indikator yang jelas, organisasi dapat mendorong setiap
pegawai untuk bekerja lebih terarah, bertanggung jawab, serta menjadi
bagian dari perubahan menuju pelayanan publik yang lebih baik dan
berkualitas.

b. Analisis Tugas Jabatan

Analisis tugas jabatan merupakan proses untuk mengumpulkan,
menganalisis, dan menginterpretasikan informasi tentang tugas,
kewajiban, tanggung jawab, dan persyaratan sebuah jabatan dalam
suatu organisasi. Hal ini sebagaiman yang disampaikan oleh bapak

Su’bi selaku kepala Sub Bagian Tata Usaha:
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“Tugas jabatan itu mas, langkah awal yang penting banget buat
ngukur kinerja pegawai. Dari situ kita bisa tahu apa aja
tanggung jawab dan kompetensi yang dibutuhkan di setiap
posisi. Kalau itu sudah dipahami, baru deh indikator kinerjanya
disusun berdasarkan tugas-tugas tersebut. Tapi tetap ya, harus
mengacu juga pada arahan dan kebijakan dari pimpinan.
Tujuannya supaya indikator yang dibuat memang sesuai sama
peran masing-masing pegawai dan bisa mendukung tercapainya
tujuan organisasi.”*®

Pernyataan di atas dipertegas dengan pemaparan dari bapak Bapak
Mohammad M. Hidayat, sebagaimana berikut:

“Setiap tugas jabatan di Biro itu mas, harus mengikuti
penetapan kinerja organisasi. Jadi tugas, fungsi, wewenang,
sampai tanggung jawab semuanya dijabarkan dengan jelas dan
disesuaikan sama level jabatannya masing-masing. Tujuannya
ya biar setiap pegawai punya arah kerja yang jelas, dan bisa
menjalankan perannya dengan efektif sesuai target organisasi.
Jadi nggak kerja asal-asalan, tapi memang tahu apa yang harus
dicapai.”?

Lebih lanjut Bapak Hasyim Khumaedi, S.Kom selaku Anggota
Penguatan Organisasi juga menambahkan:

“Setiap tugas di tiap jabatan itu mengikuti rencana kerja
tahunan organisasi, mas. Jadi rencana ini jadi pedoman supaya
pekerjaan yang dilakukan sesuai dengan kebijakan dan target
yang sudah ditetapkan. Dengan begitu, hasil kerja yang dicapai
jelas arahnya dan tentu bisa dipertanggungjawabkan. Jadi
nggak asal kerja aja, tapi ada tujuan yang nyata.”>!

4% Wawancara dengan Bapak Muhammad Su’bi, S. Ag, MM selaku Kepala Sub Bagian Tata Usaha,,
padatanggal25 Maret 2025 pukul 09.30

50 Wawancara dengan Bapak Mohammad M. Hidayat,M.Ag.MM selaku kepala Tim Pelaporan
Kinerja Organisasi. Pada tanggal25 Maret2025 pukul 11.00

51 Wawancara dengan Bapak Hasyim Khumaedi, S.Kom selaku Anggota Penguatan Organisasi, pada
tanggal 25 Maret 2025 pukul 13.30
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Gambar 4. 5 Rapat Pembentukan Tugas dan Jabatan

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang telah
dilakukan, adapun tugas jabatan menjadi dasar penting dalam
mengukur kinerja pegawai karena melalui pemahaman yang jelas
tentang tugas, fungsi, wewenang, dan tanggung jawab setiap posisi,
organisasi dapat menyusun indikator kinerja yang tepat dan relevan.
Penjabaran tugas harus disesuaikan dengan tingkat jabatan serta
mengacu pada rencana kerja tahunan organisasi sebagai implementasi
kebijakan untuk mencapai tujuan dan target yang telah ditetapkan.
Dengan demikian, setiap pegawai memiliki arah kerja yang jelas dan
hasil kerjanya dapat dipertanggungjawabkan secara baik, sehingga

mendukung pencapaian kinerja organisasi secara keseluruhan.

c. Sosialisasi dan pemahaman kinerja pegawai
Sosialisasi dan pemahaman kinerja pegawai sangat penting
untuk meningkatkan efektivitas kerja dan pencapaian tujuan organisasi.
Sosialisasi membantu pegawai memahami standar Kinerja yang
diharapkan, sedangkan pemahaman yang baik memungkinkan mereka

untuk mengimplementasikan target kinerja dengan lebih efektif.
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Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Mohammad M.
Hidayat,M.Ag.MM selaku kepala Tim Pelaporan Kinerja Organisasi:

“Sosialisasi dan pemahaman soal kinerja itu penting banget,
mas, terutama di lingkungan Kerja. Lewat proses ini, pegawai
diberi kesempatan buat ngerti dengan jelas visi, misi, dantujuan
organisasi secara keseluruhan. ggak cuma itu, sosialisasi juga
menjelaskan standar indikator kinerja yang harus dicapai
masing-masing orang dalam menjalankan tugasnya. Jadi
pegawai nggak cuma tahu apa yang diharapkan, tapi juga bisa
menyesuaikan cara kerja dan sikapnya supaya sesuai dengan
nilai dan target organisasi. Kalau pemahamannya sudah baik,
ini sangat membantu supaya kerjaan jadi lebih selaras dan

efektif, jadi tujuan organisasi bisa tercapai dengan maksimal.
52

Bapak Mohammad M. Hidayat,M.Ag.MM selaku kepala Tim
Pelaporan Kinerja Organisasi juga menambahkan yaitu

“Kalau sosialisasi nggak berjalan dengan baik atau kurang jelas,
bisa bikin pegawai bingung dan nggak tahu mau ngapain saat
kerja, mas. Soalnya, tanpa ngerti visi, misi, dan prioritas
organisasi, pegawai susah buat fokus kerja yang pas. Kalau
udah gitu, tenaga dan usaha yang dikeluarin bisa nggak
nyambung sama tujuan organisasi, jadi kerjaannya kurang
efektif dan nggak maksimal. Penting banget sosialisasi
dilakukan dengan jelas dan rutin, supaya semua pegawai tahu
apa yang jadi prioritas dan apa yang diharapkan dari mereka.
Dengan begitu, kerja mereka jadi lebih terarah dan hasilnya
juga lebih maksimal.”®3

Bapak Hasyim Khumaedi, S.Kom selaku Anggota Penguatan
Organisasi juga menjelaskan bahwa sosialisasi bukan hanya sekadar
formalitas, tetapi menjadi bagian penting dari siklus manajemen
kinerja:

“Pimpinan rutin mengadakan sosialisasi, terutama saat ada

pembaruan seperti perubahan aplikasi e-Kinerja atau aturan
baru dari Kementerian PAN-RB. Sosialisasi tidak hanya formal,

52 Wawancara dengan Bapak Mohammad M. Hidayat,M.Ag.MM selaku kepala Tim Pelaporan
Kinerja Organisasi. Pada tanggal28 Maret 2025 pukul 10.00
53 Wawancara dengan Bapak Mohammad M. Hidayat,M.Ag.MM selaku kepala Tim Pelaporan
Kinerja Organisasi. Pada tanggal28 Maret2025 pukul 11.30
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tapi juga melalui bimbingan teknis, workshop, serta media
internal seperti intranet dan grup komunikasi instansi. Cara ini
membantu pegawai memahami informasi dengan baik dan siap
menjalankan perubahan.”%*

Gambar 4. 6 Proses Sosialisasi

Sosialisasi dan pemahaman kinerja memegang peranan penting
dalam memastikan setiap pegawai mengetahui visi, misi, tujuan, serta
standar dan indikator kinerja organisasi. Sosialisasi yang kurang jelas
dapat menyebabkan pegawai bingung dan salah arah dalam bekerja,
sehingga menurunkan efektivitas pelaksanaan tugas. Oleh karena itu,
pimpinan rutin mengadakan sosialisasi, terutama saat ada pembaruan
sistem atau kebijakan baru, melalui berbagai metode seperti bimbingan
teknis, workshop, serta media komunikasi internal. Pendekatan ini
membantu pegawai memahami informasi dengan baik dan siap
menjalankan tugas sesuai dengan prioritas organisasi.

2. Proses Pemantauan Kinerja Pegawai ASN agar sesuai dengan
indikator kinerja di Biro Organisasi dan Tata Laksana

Kementerian Agama RI

54 Wawancara dengan Bapak Hasyim Khumaedi, S.Kom selaku Anggota Penguatan Organisasi, pada
tanggal 28 Maret 2025 pukul 13.30
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Pemantauan kinerja ASN di Biro Organisasi dan Tata Laksana
dilakukan melalui beberapa tahapan sistematis yang bertujuan untuk
memastikan kesesuaian antara pelaksanaan tugas dengan indikator
kinerja yang telah ditetapkan. Proses ini mencakup penyusunan jadwal
pemantauan dan dokumentasi kinerja pegawai:

a. Penyususan Jadwal Pemantauan Kinerja
Penyusunan jadwal pemantauan Kkinerja merupakan proses
perencanaan dan penentuan waktu yang tepat untuk melakukan
pemantauan terhadap kinerja individu, tim, atau proyek. Hal ini

sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Muhammad Su’bi, S.

Ag, MM selaku Kepala Sub Bagian Tata Usaha:

“Penyusunan jadwal pemantauan Kinerja itu biasanya
kita lakuin di awal tahun, mas, dengan ngelihat beban
kerja masing-masing unit. Jadi kita susun jadwalnya
secara terstruktur supaya proses monitoring bisa
berjalan efektif dan nyeluruh. Tujuannya biar kontribusi
setiap ASN bisa dipantau secara adil dan akurat. Jadi
nggak ada yang kelewat, baik itu kegiatan maupun
capaian Kkinerjanya. Dengan jadwal yang jelas,
monitoring juga jadi lebih terarah dan pimpinan lebih
gampang dalam menilai kinerja pegawai secara berkala.

Ini juga bisa jadi dasar buat evaluasi dan tindak lanjut
ke depannya.”®

Beliau juga menambahkan s elain itu, proses pemantauan tidak
hanya mengandalkan sistem digital, tetapi juga dilakukan secara
langsung ke unit kerja:

“Selain pakai aplikasi e-Kinerja sebagai alat utama buat
pantau dan lapor kinerja pegawai, mas, Biro juga rutin
ngelakuin kunjungan langsung ke beberapa unit kerja.

Kunjungan ini tujuannya buat verifikasi langsung atas
laporan yang udah diunggah lewat sistem. Jadi

5> Wawancara dengan Bapak Muhammad Su’bi, S. Ag, MM selaku Kepala Sub Bagian Tata Usaha,
pada tanggal 07 April 2025 pukul 09.30
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pimpinan bisa pastikan datanyabener-bener sesuai sama
kondisi di lapangan. Soalnya ini jadi bentuk pengawasan
yang lebih dalam, dan bisa bantu ningkatin akurasi serta
keabsahan data kinerja. Jadi nanti proses evaluasinya
bisa lebih objektif dan nyeluruh, nggak cuma ngandelin
angka di sistem aja.”°6

Lebih lanjut, Bapak Mohammad M. Hidayat,M.Ag.MM selaku

kepala Tim Pelaporan Kinerja Organisasi juga menjelaskan:

“Penyusunan jadwal itu penting banget, mas. Nggak
bisa asal-asalan, tapi harus disesuaikan sama siklus
pelaporan kinerja. Terutama menjelang akhir triwulan,
karena biasanya di situ kerjaan lagi numpuk dan kita
harus pastikan datanya akurat. Kita juga selalu pantau
progres pelaksanaan kegiatan. Kalau ternyata di tengah
jalan ada hal-hal yang butuh perhatian khusus, ya kita
siapin pemantauan tambahan di luar jadwal yang udah
disusun.”®’

Bapak Mohammad M. Hidayat,M.Ag.MM selaku kepala Tim

Pelaporan Kinerja Organisasi. Beliau juga menambahkan:

“Kami biasanya nerima jadwal yang udah disepakati di
awal tahun, mas. Nah, nanti kita sesuaikan lagi di
lapangan kalau memang ada kebutuhan khusus. Kadang
ada unit kerja yang minta jadwalnya digeser karena
bentrok sama agenda lain. Tapi tetap kita pastikan
pemantauan tetap jalan dan data kinerja tetap masuk
tepat waktu.”8

Hal ini dipertegas dengan pengamatan yang peneliti lakukan
terkait proses pemantauan dimana pada proses tersebut pengawas

bertanggung penuh untuk melakukan controlling satu persatu

56 Wawancara dengan Bapak Muhammad Su’bi, S. Ag, MM selaku Kepala Sub Bagian Tata Usaha,
padatanggal07 April 2025 pukul 11.00

57 Wawancara dengan Bapak Mohammad M. Hidayat,M.Ag.MM selaku kepala Tim Pelaporan
Kinerja Organisasi. Pada tanggal.07 April 2025 pukul 13.00

58 Wawancara dengan Bapak Mohammad M. Hidayat,M.Ag.MM selaku kepala Tim Pelaporan
Kinerja Organisasi. Pada tanggal.07 April 2025 pukul 14.30
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pegawai yang ada.>® Berikut dokumentasi terkait pemantauan

Kinerja pegawai:

Gambar 4. 7 Pemantauan Kinerja Pegawai
Berdasarkan hasil yang didapat Melalui proses penyusunan
jadwal yang terstruktur dan fleksibel, Biro Organisasi dan Tata
Laksana dapat memastikan bahwa seluruh aktivitas pengawasan
berjalan efektif dan mendukung pencapaian indikator kinerja ASN
secara optimal.
b. Dokumentasi Kinerja Pegawai
Dokumentasi kinerja pegawai menjadi aspek penting dalam
proses pemantauan agar hasil Kinerja dapat terekam dengan baik
dan menjadi bahan evaluasi objektif. Sebagaimana yang
disampaikan oleh Bapak Mohammad M. Hidayat,M.Ag.MM
selaku kepala Tim Pelaporan Kinerja Organisasi:
“Yang paling penting itu, mas, data kinerja harus
terdokumentasi dengan baik. Soalnya dari situ kita bisa
nentuin kebijakan pembinaan atau pemberian reward
yang adil dan tepat sasaran. Dokumentasi ini juga jadi
bahan utama buat nyusun laporan Kinerja instansi ke

tingkat kementerian. Jadi nggak cuma buat internal aja,
tapi juga penting untuk laporan resmi ke atas.”%%

59 Observasi pemantauan kinerja pegawaidi Biro Ortala Kemenag RItanggal 27 Februari 2025.

60 Wawancara dengan Bapak Mohammad M. Hidayat,M.Ag.MM selaku kepala Tim Pelaporan
Kinerja Organisasi. Pada tanggal.09 April 2025 pukul 10.00
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Muhammad Su’bi, S. Ag, MM selaku Kepala Sub

Bagian Tata Usaha juga menuturkan terkait peran dokumentasi

dalam pemantauan kinerja pegawai.

“Dokumentasi Kinerja itu jadi landasan penting buat
perbaikan, mas. Kalau kita lihat data kinerja dari waktu
ke waktu, kita bisa analisis hambatan apa aja yang
muncul, sekaligus tahu pegawai butuh pengembangan di
bagian mana. Proses ini penting banget buat ngerancang
pelatihan dan pengembangan yang bener-bener sesuai
sama kebutuhan di lapangan.”?

Lebih lanjut. Bapak Hasyim Khumaedi, S.Kom selaku Anggota

Penguatan Organisasi juga menjelaskan:

Bapak

“Dokumentasi Kkinerja ini ngebantu saya banget, mas,
buat ngelihat sejauh mana target kerja saya udah
tercapai. Dengan adanya sistem informasi, proses
pelaporan juga jadi lebih gampang dan transparan. Jadi
semua bisa dicek dengan jelas dan akurat.”62

Hasyim Khumaedi, S.Kom selaku Anggota Penguatan

Organisasi juga menambahkan:

“Kalau semua data udah tercatat dengan rapi, mas,
pimpinan juga jadi lebih mudah buat lihat perkembangan
dan ambil keputusan yang tepat. Misalnya, siapa yang
perlu didorong lebih lagi atau dikasih apresiasi. Nggak
perlu lagi nunggu laporan manual atau tanya satu per
satu, cukup lihat data yang udah terdokumentasi. Kerja
jadi lebih cepat dan fokus ke perbaikan.”63

Dengan dokumentasi yang baik, proses pemantauan kinerja

bukan cu

ma sekadar alat untuk mengawasi atau mengontrol

61 Wawancara dengan Bapak Muhammad Su’bi, S. Ag, MM selaku Kepala Sub Bagian Tata Usaha,,
pada tanggal 09 April 2025 pukul 13.30

62 \WWawancara dengan Bapak Hasy
tanggal 09 Maret 2025 pukul 14.30
63 Wawancara dengan Bapak Hasy
tanggal 09 Maret 2025 pukul 14.30

im Khumaedi, S.Kom selaku Anggota Penguatan Organisasi, pada

im Khumaedi, S.Kom selaku Anggota Penguatan Organisasi, pada
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pekerjaan pegawai. Dokumentasi ini juga menjadi sarana penting
bagi ASN untuk mengembangkan diri dan melakukan refleksi
terhadap hasil kerjanya. Lewat data yang tercatat dengan rapi,
pegawai bisa melihat pencapaian dan area yang perlu diperbaiki,
sehingga mereka bisa terus belajar dan meningkatkan kualitas kerja
secara berkelanjutan. Selain itu, dokumentasi yang terkelola
dengan baik juga membantu pimpinan dalam memberikan arahan
dandukungan yang tepat, sehingga seluruh pegawai dapat bergerak

selaras menuju tujuan organisasi dengan efektif dan efisien.

3. Evaluasi Kinerja Pegawai ASN yang diterapkan di Biro Organisasi
dan Tata Laksana Kementerian Agama RI.

Setelah proses perencanaan dan pemantauan selanjutnya
adalah evaluasi. Evaluasi tidak kalah penting dengan dua proses
sebelumnya. Evalusi yang dilakukan di biro Ortala bertujuan untuk
mengukur capaian kerja pegawai, memastikan kesesuaian pelaksanaan
tugas dengan rencana Kkerja, serta memberikan umpan balik demi
peningkatan kinerja individu dan organisasi.

a. Pengumpulan Data kinerja Pegawai
Pengumpulan data kinerja ASN di Biro Organisasi dan Tata
Laksana mengacu pada Permen PAN-RB Nomor 6 Tahun 2022
tentang Sistem Manajemen Kinerja Pegawai Negeri Sipil. Proses
pengumpulan dilakukan secara digital melalui e-Kinerja yang

terintegrasi dengan SIASN (Sistem Informasi ASN) Kementerian
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Agama. Sebagaimana yang disampaikan Bapak Muhammad Su’bi,
S. Ag, MM selaku Kepala Sub Bagian Tata Usaha:

“Di sini kami pakai sistem e-Kinerja Kemenag buat nyatat
dan unggah semua aktivitas kerja harian pegawai, sebagai
bentuk tanggung jawab, mas. Nah, evaluasi itu dilakukan
rutin setiap bulan dan triwulan oleh atasan langsung, supaya
bisa dipastikan semua sesuai target SKP. Selain itu, hasil
evaluasi juga jadi dasar buat kasih masukan dan
pengembangan pegawai.”%*

Hal serupa juga disampaikan Bapak Mohammad M.
Hidayat,M.Ag.MM selaku kepala Tim Pelaporan Kinerja
Organisasi:

"Setiap Aparatur Sipil Negara (ASN) diwajibkan untuk
menginput capaian kinerja hariannya ke dalam aplikasi e-
Kinerja sebagai bagian dari proses pencatatan dan
pengawasan Kinerja secara digital. Setelah datanya
diunggah, mas, atasan langsung bakal cek dan evaluasi
dulu. Kalau dirasa udah sesuai sama SKP, baru
disetujuiTapi kalau ada kegiatan yang nggak nyambung
atau kurang relevan sama target kinerja, biasanya pegawai
diminta revisi atau kasih bukti pendukung biar jelas
hubungannya. Proses ini penting buat jaga akurasi dan
objektivitas penilaian kinerja, mas.”°

Gambar 4. 8 Beranda Aplikasi E-KINERJA

64 Wawancara dengan Bapak Muhammad Su’bi, S. Ag, MM selaku Kepala Sub Bagian Tata Usaha ,
padatanggal13 April 2025 pukul 10.30

65 Wawancara dengan Bapak Mohammad M. Hidayat,M.Ag.MM selaku kepala Tim Pelaporan
Kinerja Organisasi. Pada tanggal, 13 April 2025 pukul 13.30
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Berdasarkan hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa
sistem e-Kinerja menjadi alat utama dalam mencatat dan
memantau capaian kinerja harian ASN di Biro Organisasi dan Tata
Laksana Kementerian Agama. Setiap pegawai wajib menginput
aktivitas hariannya, yang kemudian dievaluasi oleh atasan
langsung. Evaluasi ini memastikan kesesuaian antara aktivitas
yang dilaporkan dan target yang ditetapkan dalam SKP. Bila
terdapat ketidaksesuaian, pegawai diminta untuk melakukan
perbaikan atau melampirkan bukti pendukung. Proses ini

mendukung transparansi, akuntabilitas, dan ketertiban dalam

manajemen kinerja ASN.

b. Penilaian Capaian Kinerja Pegawai

Secara umum tujuan dilakukannya penilaian kinerja untuk
memberikan feedback kepada pegawai dalam upaya memotivasi
Kinerja, memberikan umpan balik dan menetapkan tahapan untuk
rencana pengembangan yang efektif. Sebagaiman yang
disampaikan Muhammad Su’bi, S. Ag, MM selaku Kepala Sub

Bagian Tata Usaha:
“Jadi gini mas, penilaian kinerja itu dilakuin buat menilai
kerja pegawai dengan cara dibandingin sama uraian atau
deskripsi pekerjaan yang udah ditetapkan. Itu biasanya

dilakukan dalam satu periode tertentu, biasanya di akhir
tahun.”66

66 Wawancara dengan Bapak Muhammad Su’bi, S. Ag, MM selaku Kepala Sub Bagian Tata Usaha,
padatanggal 18 April 2025 pukul 10.30
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Beliau juga menambahkan kalau penilaian itu bukan cuma
formalitas, tapi bener-bener jadi acuan buat lihat apakah target
kerja pegawai tercapai atau belum. Dari situ, pimpinan bisa ambil
keputusan apakah perlu pembinaan, penghargaan, atau mungkin
penyesuaian tugas ke depan.

“Lewat penilaian ini juga, mas, kita bisa tahu bagian mana
yang masih lemah dan perlu ditingkatkan. Jadi bukan cuma
buat nilai aja, tapi juga jadi bahan evaluasi dan perbaikan
Kinerja ke depannya.”

Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan oleh Bapak
Mohammad M. Hidayat,M.Ag.MM selaku kepala Tim Pelaporan
Kinerja Organisasi: yakni beliau mengatakan bahwa:

“Manajemen di kantor ini udah cukup baik, mas, Kerja
pegawainya udah terlaksana dengan tepat dan cepat. Dari
sisi ketatalaksanaan, tata pimpinan, sampai pengelolaan
Kinerjanya udah sesuai dengan jabatan yang ditetapkan
pimpinan.”87

Bapak Mohammad M. Hidayat,M.Ag.MM selaku kepala Tim
Pelaporan Kinerja Organisasi juga menambahkan bahwa
penilaian capaian kinerja bukan cuma buat formalitas, tapi jadi
bagian penting dari proses evaluasi. Tujuannya adalah buat
ngelihat seberapa besar kontribusi pegawai terhadap target
organisasi.:

"Lewat capaian kinerja itu, mas, kita bisa nilai apakah
pegawai udah kerja sesuai arahan, dan apakah ada yang

perlu dibina atau dikembangkan lagi. Jadi evaluasinya jelas,
nggak asal tebak."68

67 Wawancara dengan Bapak Mohammad M. Hidayat,M.Ag.MM selaku kepala Tim Pelaporan
Kinerja Organisasi. Pada tanggal, 18 April 2025 pukul 13.00
68 Wawancara dengan Bapak Mohammad M. Hidayat,M.Ag.MM selaku kepala Tim Pelaporan
Kinerja Organisasi. Pada tanggal, 18 April 2025 pukul 14.30
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Penilaian capaian kinerja pegawai memiliki peran penting
dalam sistem manajemen ASN. Berdasarkan wawancara tersebut,
penilaian ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi menjadi alat
evaluasi yang membantu pimpinan dalam mengukur efektivitas,
kontribusi, serta kebutuhan pengembangan pegawai. Proses ini
dilakukan dengan membandingkan kinerja aktual dengan uraian
tugas yang telah ditetapkan dan dilaksanakan dalam periode
tertentu, umumnya tahunan. Hasil penilaian ini menjadi dasar
dalam pengambilan keputusan seperti pemberian penghargaan,
pembinaan, atau penyesuaian tugas. Hal ini juga sejalan dengan
ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor
46 Tahun 2011, yang menegaskan bahwa penilaian Kinerja
merupakan bagian dari sistem pembinaan karier dan peningkatan
kualitas pelayanan ASN secara menyeluruh.

Pemberian Umpan Balik (feedback)

Pemberian umpan balik (feedback) merupakan proses
memberikan tanggapan atau masukan tentang kinerja, hasil, atau
perilaku seseorang atau suatu sistem. yang bertujuan untuk
membantu peningkatan, pengembangan, atau pemecahan masalah.
Hal ini sebagaiman yang disampaikan oleh Bapak Mohammad M.
Hidayat, M.Ag.MM selaku kepala Tim Pelaporan Kinerja
Organisasi:

“Kami biasanya kasih umpan balik itu rutin, mas,
terutama setelah evaluasi SKP diakhir triwulan. Isi umpan

baliknya nggak cuma soal capaian kerja aja, tapi juga
ketepatan waktu dan kualitas outputnya. Kami sampaikan
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baik secara langsung maupun tertulis, supaya pegawai
paham bagian mana yang udah bagus dan mana yang
masih perlu diperbaiki.”6°

Beliau juga nambahkan, bahwa pemberian umpan balik bukan
cuma buat koreksi, tapi juga jadi bentuk penghargaan kalau ada
pegawai yang hasil kerjanya bagus.

“Kalau ada capaian kerja yang melebihi target atau
hasilnya bagus, ya kita apresiasi juga, mas. Jadi bukan
cuma kritik aja, tapi juga motivasi.”

Lebih lanjut. Bapak Hasyim Khumaedi, S.Kom selaku Anggota
Penguatan Organisasi juga menjelaskan:

“Saya pernah dapet umpan balik dari atasan langsung
setelah SKP saya dinilai, mas, waktu itu ada masukan soal
ketepatan waktu penyelesaian laporan. Setelah dapet
masukan itu, saya jadi lebih hati-hati dan lebih perhatiin
deadline Umpan baliknya disampaikan dalam suasana
santai, mas, jadi nggak merasa tertekan. Justru saya
merasa terbantu karena jadi tahu kekurangan saya di
mana.”’®

Bapak Hasyim Khumaedi, S.Kom selaku Anggota Penguatan
Organisasi juga menekankan pentingnya suasana kerja yang
terbuka dan saling mendukung, terutama dalam proses pemberian

umpan balik:

“Menurut saya, mas, penting banget kalau pimpinan dan
pegawai bisa punya komunikasi dua arah. Jadi bukan
cuma atasan yang kasih masukan, tapi pegawai juga bisa
menyampaikan kalau ada kendala atau masukan balik.
Misalnya, kalau ada prosedur yang terlalu ribet atau
sistem yang lambat, kita bisa diskusikan juga. Jadi umpan
balik itu bukan buat nyalahin, tapi buat nyari solusi
bareng. Intinya, suasana kerjanya harus nyaman dulu,

69 Wawancara dengan Bapak Mohammad M. Hidayat,M.Ag.MM selaku kepala Tim Pelaporan
Kinerja Organisasi. Pada tanggal, 20 April 2025 pukul 10.30

70 Wawancara dengan Bapak Hasyim Khumaedi, S.Kom selaku Anggota Penguatan Organisasi, pada
tanggal 20 April 2025 pukul 14.30
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mas, baru pegawai bisa nerima masukan dengan
lapang.”’!

Berdasarkan informasi yang di dapat Pemberian umpan balik di
Biro Organisasi dan Tata Laksana Kementerian Agama RI sudah
berjalan dengan cukup baik, meskipun belum sepenuhnya optimal.
Keterlibatan atasan dalam memberikan masukan secara langsung
menunjukkan  kepedulian terhadap pengembangan Kinerja
pegawai. Namun, perlunya pelatihan dan sistem monitoring
feedback yang lebih terstruktur menjadi hal yang patut

dipertimbangkan ke depan.

C. Temuan Hasil
1. Perencanan Indikator Kinerja Pegawai ASN

Perencanaan indikator kinerja pegawai ASN di Biro Organisasi
dan Tata Laksana Kementerian Agama RI dilakukan dengan mengacu
pada keputusan Menteri Agama tentang Sistem Manajemen Kinerja

PNS. Proses perencanaan mencakup penetapan tujuan, analisis tugas

jabatan, serta sosialisasi dan pemahaman pegawai.

a. Penetapan tujuan indikator kinerja ASN di Biro Ortala
Kementerian Agama R1 berfungsi sebagai arahan utama agar setiap
pegawai memiliki kontribusi yang selaras dengan tujuan
organisasi. Tujuan ini menekankan pentingnya kejelasan arah
kerja, pengukuran kinerja, serta pembentukan organisasi yang

profesional, berintegritas, dan berorientasi hasil.

71 Wawancara dengan Bapak Hasyim Khumaedi, S.Kom selaku Anggota Penguatan Organisasi, pada
tanggal 20 April 2025 pukul 14.30
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b. Analisis tugas jabatan di Biro Ortala Kementerian Agama RI
menjadi dasar penting dalam menetapkan indikator Kinerja
pegawai. Setiap tugas disusun berdasarkan penetapan Kkinerja
organisasi, dijabarkan sesuai fungsi, wewenang, dan tanggung
jawab masing-masing jabatan, serta disesuaikan dengan rencana
kerja tahunan. Hal ini memastikan arah kerja yang jelas dan
akuntabilitas pelaksanaan tugas.

c. Sosialisasi dan pemahaman kinerja di Biro Ortala Kementerian
Agama RI dilakukan secara rutin dan fleksibel untuk memastikan
pegawai memahami visi, misi, serta indikator Kinerja yang
ditetapkan. Proses ini membantu mencegah kesalahan arah kerja,
mendukung internalisasi tujuan organisasi, dan meningkatkan
efektivitas pelaksanaan tugas.

2. Proses Pemantauan Kinerja Pegawai ASN

a. Penyusunan jadwal pemantauan Kkinerja di Biro Ortala
Kementerian Agama RI dilakukan secara terstruktur diawal tahun,
disesuaikan dengan beban kerja dan siklus pelaporan. Pemantauan
dilakukan melalui sistem e-kinerja dan kunjungan langsung.
Jadwal bersifat fleksibel agar tetap responsif terhadap kondisi
lapangan, memastikan akurasi data dan efektivitas pengawasan
kinerja ASN.

b. Dokumentasi kinerja pegawai di Biro Ortala Kementerian Agama
RI berperan penting sebagai dasar evaluasi, pembinaan, pemberian

reward, serta perbaikan dan pengembangan kompetensi pegawai.
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Data kinerja yang tercatat secara baik dan transparan mendukung

pelaporan instansi, mempermudah pemantauan, dan menjadi

sarana refleksi bagi ASN untuk peningkatan kinerja berkelanjutan.
3. Evaluasi Kinerja Pegawai ASN

a. Pengumpulan datakinerja ASN di Biro Ortala Kementerian Agama
RI dilakukan secara digital melalui aplikasi e-Kinerja yang
terintegrasi dengan SIASN. Setiap pegawai wajib menginput
capaian harian, yang kemudian dievaluasi secara berkala oleh
atasan langsung untuk memastikan kesesuaian dengan SKP. Proses
ini mendukung penilaian kinerja yang sistematis, akurat, dan
transparan.

b. Penilaian capaian kinerja pegawai di Biro Ortala Kementerian
Agama RI dilakukan secara periodik, terutama setiap akhir tahun,
untuk memberikan umpan balik, memotivasi, dan merencanakan
pengembangan pegawai. Proses penilaian mengikuti standar
nasional sesuai Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2011 dan
didukung pelatihan agar evaluasi berjalan objektif dan terarah.

c. Pemberian umpan balik di Biro Ortala Kementerian Agama RI
dilakukan secara berkala setelah evaluasi triwulan, meliputi aspek
capaian, ketepatan waktu, dan kualitas kerja. Umpan balik
disampaikan langsung maupun tertulis dalam suasana yang
mendukung pengembangan pegawai. Meskipun sudah berjalan
baik, diperlukan peningkatan pelatihan dan sistem monitoring

feedback yang lebih terstruktur.



BABV
PEMBAHASAN

Manajemen kinerja pegawai ASN (Aparatur Sipil Negara) merupakan
proses yang dirancang untuk merencanakan, memantau, dan mengevaluasi
Kinerja pegawai agar sejalan dengan tujuan organisasi. Tujuan utamanya
adalah menciptakan kinerja yang optimal dari setiap individu agar pelayanan
publik berjalan dengan efisien, profesional, dan berdampak langsung bagi

masyarakat.

Adapun hasil temuan peneliti yang telah dijabarkan dengan bentuk
deskriptif mengenai Manajemen Kinerja Pegawai ASN Untuk Meningkatkan
Kualitas Pelayanan Publik Di Biro Organisasi Dan Tata Laksana Kementrian
Agama RI meliputi: perencanaan, pemantauan, dan evaluasi dalam Kinerja

Pegawai ASN Untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Di Biro

Organisasi Dan Tata Laksana Kementrian Agama RI.

Sesuai dengan hasil temuan peneliti terkait Manajemen Kinerja
Pegawai ASN Untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik, peneliti
selanjutnya menganalisis hasil temuanya dengan beberapa dasar kajian teori
dan fakta-fakta yang ada di lapangan yakni fakta dari wawancara, observasi
dan dokumentasi sebagaimana yang telah dipaparkan di bab sebelumnya.
Setelah mengkoparasikan tiga teknik pengumpulan data (wawancara,

observasi dan dolumentasi) fokus pembahasan dalam hal ini meliputi tiga

bahasa, yakni:
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A. Perencanan Indikator Kinerja Pegawai ASN di Biro Organisasi dan Tata
Laksana Kementerian AgamaRI
Perencanaan merupakan tahap awal dalam rangkaian manajemen
kinerja yang sangat menentukan keberhasilan dalam mencapai tujuan. Di Biro
Organisasi dan Tata Laksana Kementerian Agama RI, proses perencanaan
indikator kinerja pegawai dilakukan dengan mengarah pada kebijakan yang
telah ditetapkan oleh Menteri Agama, khususnya melalui Keputusan Menteri
tentang Sistem Manajemen Kinerja Pegawai Negeri Sipil (PNS).”2
Wiyanto mengatakan terkait perencanaan kinerja dalam organisasi
sektor publik harus dimulai dari penetapan tujuan yang dijabarkan ke dalam
sasaran strategis dan indikator kinerja unit-unit kerja.”® Perencanaan kinerja
yang efektif harus didasarkan pada prinsip keterkaitan antara tujuan organisasi
dan kontribusi setiap pegawai.
1. Penetapan Tujuan
Penetapan tujuan merupakan langkah utama dalam perencanaan
kinerja. Di Biro Organisasi dan Tata Laksana (Ortala), tujuan dan indikator
Kinerja disusun secara sebaik mungkin untuk memastikan setiap pegawai
memahami arah kerja yang harus dicapai. Dengan adanya tujuan yang
terarah, setiap individu dalam organisasi dapat mengetahui peran dan
tanggung jawabnya, sehingga dapat berkontribusi secara optimal terhadap

pencapaian target organisasi secara keseluruhan.

2 A Mubarir, BasukiRahmat,and Acep Hilman, “ImplementasiKebijakan Tentang Sistem
Manajemen Kinerja Pegawai Negeri Sipil Pada Kementerian Agama (Studi Kasus Di Kantor
Kementerian Agama Kota Banjar),” Indonesian Journal Of Education and Humanity 4, no. 2 (2024):
35-43.

"3 Herdiana, “Kinerja Organisasi Sektor Publik,” Journal of Chemical Information and Modeling 53,
no. 9 (2013): 1689-99.
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Sedarmayanti mengatakan tujuan yang jelas dan terukur sangat penting
dalam manajemen kinerja.”* Tujuan yang spesifik dan dapat diukur tidak
hanya mempermudah proses evaluasi, tetapi juga meningkatkan motivasi
kerja pegawai. Dengan indikator yang tepat, maka dapat memantau
perkembangan kinerja secara objektif dan melakukan penyesuaian bila
diperlukan untuk mencapai hasil yang diharapkan.

Penetapan tujuan yang baik akan menciptakan keselarasan antara
sasaran organisasi dengan kegiatan harian pegawai. Hal ini memungkinkan
pegawai bekerja lebih efisien karena setiap tindakan terarah padahasil yang
diinginkan. Tujuan juga menjadi acuan utama dalam penyusunan Sasaran
Kinerja Pegawai (SKP) yang selaras dengan rencana pemerintah
sebagaimana diatur dalam Permen PAN-RB No. 6 Tahun 2022.7°

2. Analisis Tugas Jabatan

Menurut Sedarmayanti, analisis jabatan adalah proses yang dilakukan
secara sistematis untuk mendapatkan informasi tentang sebuah jabatan.’®
Informasi ini penting untuk menata organisasi, mengembangkan sumber
daya manusia, dan mengukur Kinerja pegawai. Dengan kata lain, analisis
jabatan membantu menyelaraskan tugas-tugas kerja dengan tujuan
organisasi.

Analisis jabatan juga merupakan bagian penting dari manajemen SDM.

Tujuannya adalah untuk memahami dengan jelas peran, tanggung jawab,

74 Mahmudi, “Manajemen Kinerja, Kinerja Organisasi Serta Implikasinya Terhadap Kualitas
Pelayanan Organisasi Sektor Publik,” Jurnal lImu Administrasi VIII,no. 3 (2013): 312-21.

75 Isti’anah Isti’anah, “Buku Panduan Penyusunan & EvaluasiSKP JPT & Pimpinan Unit Kerja
Mandiri,” 2022, 1-30.

76 1bid Hal 45.
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dan kemampuan yang dibutuhkan dalam setiap posisi kerja. Dalam
organisasi yang menjadi fokus penelitian, hasil wawancara menunjukkan
bahwa analisis jabatan tidak hanya dipakai untuk keperluan administrasi,
tetapi juga menjadi dasar dalam mengelola dan menilai Kinerja pegawai.

Biro Organisasi dan Tata Laksana menggunakan hasil analisis jabatan
untuk memastikan bahwa setiap Indikator Kinerja Individu (IKI)bagi ASN
punya dasar yang jelas, logis, dan bisa diukur. Pendekatan ini mendukung
sistem manajemen Kkinerja berbasis hasil (result-based management), di
mana setiap pegawai punya target kerja (SKP) yang langsung berkontribusi
pada pencapaian kinerja unit kerja dan organisasi secara umum.

Dengan menghubungkan analisis jabatan, indikator Kinerja, dan
perencanaan strategis organisasi, Biro Organisasi dan Tata Laksana tidak
hanya memastikan pelaksanaan tugas berjalan efektif, tapi juga ikut
mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik dan pencapaian target
reformasi birokrasi. Tujuannya adalah menciptakan manajemen kinerja
ASN yang profesional, fleksibel, dan fokus pada hasil.

. Sosialisasi dan Pemahaman Pegawai

Sosialisasi dan pemahaman terhadap kinerja pegawai memiliki peran
penting dalam menunjang pencapaian tujuan organisasi, termasuk di
lingkungan Biro Organisasi dan Tata Laksana Kementerian Agama RI.
Berdasarkan hasil wawancara, kegiatan sosialisasi dilakukan secara rutin
dan adaptif, baik melalui forum formal maupun media komunikasi internal.
Menurut Mulyasa sosialisasi merupakan bagian dari pembentukan budaya

kerja organisasi yang efektif agar pegawai memahami arah kebijakan dan
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nilai-nilai  organisasi, termasuk visi, misi, dan tujuan strategis
Kementerian.’’

Pemahaman terhadap indikator sangat menentukan efektivitas
pelaksanaan tugas. Perencanaan indikator kinerja di Biro Organisasi dan
Tata Laksana dilakukan dengan memperhatikan keselarasan antara sasaran
kinerja individu dan unit kerja, serta indikator dalam Rencana Strategis
(Renstra) Kementerian Agama. Menurut Mangkunegara bahwa Kinerja
yang optimal dicapai melalui pemahaman peran dan tanggung jawab, yang
diperkuat melalui sosialisasi dan pembinaan.

Sosialisasi mendukung proses penyusunan indikator Kinerja yang
akuntabel dan terukur. Menurut Handoko perencanaan dan komunikasi
kinerja yang baik sangat menentukan keberhasilan manajemen strategis
SDM.”8 sDi Biro Organisasi dan Tata Laksana, penyampaian perubahan
sistem seperti aplikasi e-kinerja atau kebijakan terbaru dari Kementerian
PAN-RB dilakukan secara partisipatif, memastikan pegawai terlibat aktif
dan tidak mengalami kebingungan dalam mengimplementasikan target
kinerja. Dengan demikian, sosialisasi menjadi fondasi penting bagi
perencanaan dan pencapaian indikator kinerja ASN yang relevan, terukur,

dan sejalan dengan tujuan Kementerian Agama RI.

" Hardjana, ‘Sosialisasi Dan Dampak Budaya Organisasi’, Jurnal ILMU KOMUNIKASI, 7.1 (2013),
1-40 <https://doi.org/10.24002/jik.v7i1.194>
78 Adih Supriadi et al., Manajemen Sumber Daya Manusia, Kunststoffe International, vol. 106,2022.
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B. Proses Pemantauan Kinerja Pegawai ASN agar sesuai dengan indikator
kinerja di Biro Organisasi dan Tata Laksana Kementerian Agama RI
Pemantauan kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan bagian
penting dalam manajemen kinerja birokrasi. Di Biro Organisasi dan Tata
Laksana Kementerian Agama Republik Indonesia, pemantauan bertujuan
untuk memastikan bahwa pelaksanaan tugas setiap pegawai sesuai dengan
indikator kinerja yang telah ditetapkan. Kegiatan pemantauan dilakukan secara
berkala berdasarkan regulasi nasional, khususnya Permenpan-RB No. 6 Tahun
2022 tentang Pengelolaan Kinerja ASN.”® Regulasi ini menekankan bahwa
pemantauan harus dilakukan secara berkala, berbasis hasil, dan mendukung
pencapaian tujuan organisasi secara keseluruhan.
1. Penyususan Jadwal Pemantauan Kinerja
Penyusunan jadwal pemantauan kinerja merupakan hal yang sangat
penting dalam manajemen Kkinerja, khususnya di lingkungan birokrasi
pemerintahan seperti di Biro Organisasi dan Tata Laksana Kementerian
Agama RI. Dengan jadwal yang terencana dan sistematis, proses
pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dapat berjalan secara efektif dan
menyeluruh. Jadwal ini membantu memastikan data yang dikumpulkan
akurat, laporan yang dibuat konsisten, serta indikator kinerja yang telah
ditetapkan dapat tercapai dengan baik.
Biro Organisasi dan Tata Laksana Kementerian Agama RI memiliki
jadwal pemantauan berfungsi agar proses monitoring dapat berlangsung

secara teratur dan tepat waktu, serta mencakup seluruh unit kerja yang

79 Kementerian PANRB RI, “Peraturan Menteri PANRB Nomor 6 Tahun 2022 TentangPengelolaan
Kinerja AparaturSipil Negara,” Berita Negara Republik Indonesia 155 (2022): 1-240.
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diawasi. Jadwal ini bukan hanya menjadi alat kontrol, tetapi juga berguna
untuk mengenali hambatan yang muncul dan mengatur ulang strategi
sehingga pelaksanaan pekerjaan dapat berjalan sesuai rencana.

Selain itu, penyusunan jadwal pemantauan di biro ini juga harus
fleksibel dan dapat disesuaikan dengan kondisi lapangan. Menurut Terry
Meskipun jadwal biasanya dibuat untuk setahun penuh, tetap diperlukan
ruang untuk penyesuaian agar jadwal tersebut dapat mengikuti
perkembangan kebutuhan unit kerja.8? Hal ini sejalan dengan Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN yang menegaskan pentingnya
penilaian kinerja yang terstruktur dan rutin, sehingga jadwal pemantauan
menjadi kunci dalam menciptakan sistem evaluasi kinerja yang transparan
dan akuntabel di lingkungan Kementerian Agama RI.

2. Dokumentasi Kinerja Pegawai

Dokumentasi kinerja pegawai merupakan bagian dalam pemantauan
kinerja, terutamadiBiro Organisasi dan Tata Laksana Kementerian Agama
RI. Dengan dokumentasi yang rapi dan jelas, penilaian Kinerja bisa
dilakukan secara adil dan tepat. Menurut Rivai pencatatan kinerja yang
teratur membantu pengambilan keputusan dan jadi dasar untuk kebijakan
pembinaan serta penghargaan.®! dokumentasi juga membantu melihat
kendala yang ada saat menjalankan tugas, sehingga bisa direncanakan
pelatinan dan pengembangan yang sesuai kebutuhan pegawai. Hal ini
sejalan dengan Mangkunegara yang mengatakan bahwa pemantauan dan

evaluasi secara rutin penting untuk meningkatkan kualitas pegawai.

80 George R Terry, “Prinsip-Prinsip Manajemen,” 2008.
81 M. Ma’ruf Abdullah, Manajemen Dan Evaluasi Kinerja Karyawan, Aswaja Pressindo, 2014.
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Selain penggunaan sistem informasi mendokumentasikan kinerja di
Biro Organisasi dan Tata Laksana Kementerian Agama RI membuat
pelaporan menjadi lebih mudah, transparan, dan dapat dipercaya. Hasibuan
menjelaskan bahwa sistem informasi manajemen Kkinerja mempercepat
komunikasi dan membantu melihat sejaun mana target kerja pegawai
tercapai.82 Jadi, dokumentasikinerja bukan hanya sebagai alat pengawasan,
tapi juga sebagai sarana bagi pegawai untuk refleksi dan pengembangan
diri agar kualitas kerja terus meningkat. Dengan begitu, dokumentasi yang
baik menjadi dasar penting untuk manajemen Kkinerja yang efektif dan
mampu meningkatkan kinerja organisasi secara keseluruhan.
C. Evaluasi Kinerja Pegawai ASN yang diterapkan di Biro Organisasi dan
Tata Laksana Kementerian AgamaRI.

Evaluasi kinerja pegawai ASN di Biro Organisasi dan Tata Laksana
(Ortala) Kementerian Agama RI dilakukan setelah proses perencanaan dan
pemantauan selesai. Evaluasi ini penting karena digunakan untuk melihat
sejauh mana pekerjaan pegawai sudah sesuai denganrencana yang telah dibuat.
Selain itu, evaluasi juga membantu mengukur pencapaian kinerja pegawai,
baik darisisi hasil kerja maupun cara mereka melaksanakan tugasnya.

Tujuan lain dari evaluasi juga berfungsi untuk memberikan masukan
dan pembinaan kepada pegawai. Dengan evaluasi yang dilakukan secara rutin
dan adil, pegawai bisa tahu apa saja kelebihan dan kekurangan mereka. Hal ini

bisa memotivasi mereka untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Menurut

82 Sulastri Dewi, Hermanto Hermanto,and Lina Warlina, “Pengaruh Penerapan Sistem Informasi
Manajemen (Sim), Komunikasi Dan Motivasi Kerja Terhadap Kinerja Pegawai Pada Dinas Sosial
Kota Bima,” SCIENTIFIC JOURNAL OF REFLECTION : Economic, Accounting, Management and
Business 5, no. 2 (2022): 381-92, https://doi.org/10.37481/sjr.v5i2.473.
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Rivai dan Sagala penilaian kinerja adalah alat penting dalam manajemen untuk
membantu meningkatkan kemampuan, memperbaiki hasil kerja, dan
mendorong tanggung jawab.83 Di Biro Ortala, evaluasi tidak hanya dipakai
untuk mengontrol Kinerja, tapi juga sebagai cara untuk membina dan
mengembangkan pegawai agar organisasi bisa menjadi lebih cepat tanggap,
kuat, dan siap bersaing.

1. Pengumpulan Data Kinerja Pegawai

Pengumpulan data kinerja pegawai di Biro Organisasi dan Tata
Laksana Kementerian Agama dilakukan secara sistematis menggunakan
aplikasi e-Kinerja yang terintegrasi dengan Sistem Informasi ASN
(SIASN). Aplikasi ini memungkinkan pegawai mencatat aktivitas kerja
harian secara digital, yang kemudian dievaluasi secara berkala oleh atasan
langsung, baik setiap bulan maupun triwulan. Sistem ini mendukung proses
pemantauan dan pengendalian Kinerja agar tetap selaras dengan Sasaran
Kinerja Pegawai (SKP) yang telah ditetapkan. Selain memudahkan
pencatatan, penggunaan teknologi ini juga meningkatkan efisiensi dan
transparansi dalam pengelolaan data kinerja.

Menurut Hasibuan pengumpulan data yang akurat dan berkelanjutan
sangat penting untuk mengukur hasil kerja individu dan mendukung
peningkatan kinerja organisasi.84 Dalam pelaksanaannya, sistem ini tidak
hanya mencatat, tetapi juga memungkinkan proses validasi dankoreksi jika

terdapat aktivitas yang tidak sesuai dengan target. Dengan adanya sistem

83 |bid Hal 56.
84D, C Pristiyanti, “Pengaruh Motivasi Kerja Dan Kepuasan Kerja Terhadap Kinerja Pt. Mayer
Sukses Jaya,” Jurnal llImu Manajemen 4, no. 2 (2016): 173-83.
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seperti ini, pegawai memiliki kesempatan untuk memperbaiki atau
menyesuaikan Kkinerjanya, sehingga tujuan organisasi dapat tercapai
dengan lebih optimal.

2. Penilaian Capaian Kinerja Pegawai

Penilaian capaian kinerja pegawai merupakan bagian penting dalam
pengelolaan kinerja di Biro Organisasi dan Tata Laksana Kementerian
Agama RI. Penilaian ini dilakukan dengan cara membandingkan hasil kerja
pegawai dengan tugas yang tercantum dalam Sasaran Kinerja Pegawai
(SKP). Biasanya, proses penilaian dilakukan setiap akhir tahun untuk
melihat sejauh mana target yang telah ditetapkan sebelumnya berhasil
dicapai. Dengan penilaian ini, organisasi bisa mengetahui efektivitas
Kinerja setiap pegawai sekaligus memastikan bahwa pekerjaan mereka
sudah sesuai dengan peran dan tanggung jawabnya.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang
Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil, penilaian kinerja dilakukan
secara objektif, terukur, dan transparan.®> Di Biro Organisasi dan Tata
Laksana, hasil penilaian ini menjadi dasar untuk pengambilan keputusan
terkait pembinaan, promosi jabatan, hingga pemberian penghargaan bagi
pegawai yang berprestasi. Penilaian juga dimanfaatkan sebagai umpan
balik agar pegawai dapat memperbaiki atau meningkatkan kinerjanya di
masa mendatang. Hal ini sesuai dengan pendapat Mangkunegara yang
menyatakan bahwa umpan balik yang tepat dapat menjadi motivasi bagi

pegawai untuk bekerja lebih baik.

85 Feby Sri Yelvita, “ImplementasiPeraturan Pemerintah,” y787, no. 8.5.2017 (2022): 2003-5.
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Selain itu, pelaksanaan pelatihan danworkshop yang rutin dilakukan di
Biro Organisasi dan Tata Laksana menunjukkan adanya komitmen untuk
meningkatkan pemahaman pegawai terhadap sistem penilaian Kinerja.
Dengan pemahaman yang baik, pegawai bisa menyusun SKP secara tepat
dan mengikuti proses evaluasi dengan lebih siap dan terbuka. Penilaian
yang berjalan secara rutin dan konsisten juga membantu organisasi
menciptakan budaya kerja yang profesional dan bertanggung jawab,
sehingga berdampak positif terhadap pencapaian tujuan organisasi secara
keseluruhan.

. Pemberian Umpan Balik (feedback)

Pemberian umpan balik merupakan salah satu bagian penting dalam
pengelolaan kinerja pegawai. Di Biro Organisasi dan Tata Laksana
Kementerian Agama RI, umpan balik biasanya diberikan setelah evaluasi
SKP dilakukan, terutama setiap akhir triwulan. Masukan yang diberikan
meliputi pencapaian kerja, ketepatan waktu dalam menyelesaikan tugas,
dan kualitas hasil kerja pegawai. Umpan balik ini bisa disampaikan
langsung oleh atasan secara lisan maupun tertulis, agar pegawai bisa tahu
apa saja yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan.

Dalam praktiknya, pemberian umpan balik di Biro Organisasi dan Tata
Laksana sudah berjalan cukup baik. Atasan biasanya memberikan masukan
dengan cara yang santai dan tidak menekan, sehingga pegawai bisa
menerimanya dengan lebih terbuka. Hal ini sesuai dengan pendapat Rivai

yang mengatakan bahwa umpan balik sebaiknya diberikan secara jujur,
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tepat waktu, dan dengan cara yang membangun, agar bisa memotivasi
pegawai untuk lebih baik lagi.8¢

Walaupun pelaksanaan umpan balik sudah dilakukan, masih ada hal
yang bisa ditingkatkan. Misalnya, perlunya pelatihan bagi atasan agar bisa
memberikan masukan secara lebih jelas dan terarah. Selain itu, perlu juga
dibuat sistem untuk memantau apakah masukan yang diberikan sudah
ditindaklanjuti atau belum. Dengan cara ini, pemberian umpan balik tidak
hanya jadi formalitas, tapi benar-benar bisa membantu meningkatkan

kinerja pegawai dan organisasi.

8 |bid Hal 79.



BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN
Berdasarkan deskripsi data dan pembahasan hasil penelitian, maka
secara garis besar dapat disimpulkan bahwa manajemen kinerja pegawai ASN
untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di biro orrgamisasi dan tata
laksana kemntrian agama RI. setelah mengamati dan mencermati dari hasil
observasi, wawancara dan studi dokumentasi di lapangan sebagai berikut:
1. Perencanaan indikator
Perencanaan indikator kinerja pegawai ASN di Biro Organisasi
dan Tata Laksana Kementerian Agama RI dilaksanakan secara
sistematis dan terstruktur sesuai dengan ketentuan dalam Sistem
Manajemen Kinerja PNS. Proses perencanaan ini mencakup tiga aspek
utama: penetapan tujuan, analisis tugas jabatan, dan sosialisasi.
Penetapan tujuan memberikan arah dan standar kinerja yang selaras
dengan visi organisasi. Analisis tugas jabatan menjadi dasar objektif
dalam menetapkan indikator yang relevan dan terukur. Sementara itu,
sosialisasi yang rutin dilakukan memastikan seluruh pegawai
memahami dan menginternalisasi tujuan serta indikator kinerja yang
telah ditetapkan. Secara keseluruhan, upaya ini mendukung terciptanya
organisasi yang profesional, berintegritas, dan berorientasi hasil.
2. Pemantauan
Proses pemantauan kinerja pegawai ASN di Biro Organisasi

dan Tata Laksana Kementerian Agama RI dilaksanakan secara

84
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sistematis dan adaptif untuk menjamin efektivitas pengawasan dan
akurasi data kinerja. Penyusunan jadwal pemantauan dilakukan sejak
awal tahun dengan mempertimbangkan beban kerja dan siklus
pelaporan, serta memanfaatkan sistem e-kinerja dan kunjungan
langsung sebagai metode utama. Fleksibilitas jadwal memungkinkan
respons yang cepat terhadap dinamika lapangan. Selain itu,
dokumentasi kinerja yang dilakukan secara transparan dan akuntabel
menjadi landasan penting dalam evaluasi, pembinaan, pemberian
penghargaan, serta pengembangan kompetensi pegawai. Pendekatan
ini mendukung terciptanya budaya kerja yang reflektif dan berorientasi
pada peningkatan kinerja berkelanjutan.
Evaluasi

Evaluasi kinerja pegawai ASN di Biro Organisasi dan Tata
Laksana Kementerian Agama RI dilakukan secara digital, terintegrasi,
dan berkelanjutan untuk menjamin objektivitas dan akurasi penilaian.
Pengumpulan data melalui aplikasi e-Kinerja yang terhubung dengan
SIASN memungkinkan pemantauan capaian harian secara real-time
oleh atasan langsung. Penilaian kinerja dilakukan secara periodik
sesuai standar nasional untuk memberikan umpan balik yang
membangun dan merancang pengembangan pegawai Secara tepat.
Umpan balik disampaikan secara langsung maupun tertulis dalam
suasana yang mendukung, meskipun masih diperlukan peningkatan
dalam pelatihan evaluator dan sistem monitoring feedback agar proses

evaluasi lebih terstruktur dan efektif. Upaya ini mencerminkan
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komitmen terhadap transparansi, akuntabilitas, dan peningkatan kinerja
berkelanjutan bagi ASN.
B. SARAN
Saran yang dapat peneliti rekomendasikan untuk peningkatan
kompetensi pedagogik guru berikutnya di SMP Terpadu Darul Falah Kota
Malang, sebagai berikut:

1. Untuk Lembaga
Biro Ortala disarankan untuk menyusun indikator kinerja yang jelas
dan sesuai dengan tujuan organisasi. Pemantauan Kkinerja sebaiknya
dilakukan secara rutin, baik melalui sistem e-Kinerja maupun
kunjungan langsung. Selain itu, proses evaluasi perlu ditingkatkan
dengan pelatihan bagi atasan yang menilai dan pemberian umpan balik
yang lebih teratur dan membangun.

2. Untuk Peneliti Selanjutnya
Peneliti bisa mengkaji lebih dalam tentang bagaimana perencanaan,
pemantauan, dan evaluasi kinerja berdampak pada hasil kerja pegawai.
Penelitian juga bisa membandingkan dengan unit lain untuk
mengetahui cara kerja terbaik yang bisa diterapkan di Biro Ortala.

3. Untuk Pegawai ASN
Pegawai sebaiknya terlibat aktif dalam menyusun dan memahami
target kerjanya. Laporan Kinerja harus diisi dengan jujur dan tepat
waktu. Selain itu, pegawai perlu terbuka terhadap masukan dari atasan
dan terus berusaha meningkatkan kemampuan diri agar bisa

memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat.
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dan aicun el perhy dik ke TEm
Kamys.

babwa bevdesarhan pertumbangsn | schageamane
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Organisasl dan Tels Kerja Kementersan Agama (Berita
Negara Repubilik tndonesia Tahun 2024 Nomor 1070);

. Keputusan Menteri Agama Nomor 179 Tahun 2022

tenitang Swtem Koos
MEMUTUSKAN

EEFUTUSAN SEXRETARS JENDEBAL TENTANG TIM
KERIA BIRO OROANESASI DAN TATA LAKBANA

Membentuk Tien Kegje Bire Organisasl den Tein Laksana
dengun susunan personalis sebagaimans tervantum dalam
lampiran | yang merupekan baglan tdek terpisahkan dar
Keputusan ini




KEEMPAT

Tim Kena sebagnimans dimalsod dalum Diftum KESATU
terdirt atas:

1. Tim Kerjn Petsguntan Organiaus, dan

2. Tin Kerin Pelapocus Kineria Organiaasl

b. koordinas, bina, dan evaluas pon mnambnn
Jabatan dan beban leerja, evaluasl tan, dan peta

c  pemantavan, eveluas, dan pelaporan di bedang
oarganinas dan fath lakssos

Tin Kerjn sohaguamana dimaksud dalam Dioum KESATU
memgusyni tugns sebagal beriloat;
4 m..mm
h mebeg poren  scgpsta G Mesual | demgas
eompeirned, .
c memberikan umpsn balik berkals krpeds sagpote

. melaporkan huasdl kinems anggota Umnyw  kepace
pejabat panilnl kinecia dan pimginan unit organisasi

c mhm Kinerje kepada ketun tin

Belain Tim Kegs sebwgeomana dimoksud dulam Diktum
KEDUA, nusunan cwygenizasi Biro Organisssi dan Tata
Lalownna terdist atus

| Bagan Teta Lakssns dan Reformasl Mirckess, dan

2. Subbegian Teia Ussha

mmﬂmmwm

Peformasl  Birakiem Tata Usaha
sebogaimans damnionod dnhm Dikctum MA teroantum
dalam  Lamgiran |l yong merupaksn  baglan  tidak

terpisahkan Kapurtissan int
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KETWIUH

ol

Bagian Tuia  Lakeans dan  Reformast  Blrokiual  dan
SQM Tatn Usaha sebagaimana dimeksud  dalam

lata
5 kcordines, bine. feslitas dur svaduas pelaksanasn
h&mmm
e -
burokrasi.

refirmase i
2 MMMWWM
Tata Usaba,

Segala bisys yang timbul sebagul akibal dite
Keputusan Inl dibebonian pads Daftar Ising sanann
Anggaran Sekretarias Jenders! Kementerian Agnma;
Kepatisan il mulai berlaku pada tanggal ditetaghus.
Ditetapican di Fekarts
pads tanggsl 2 Jencert 2009

SEXHETARS JENDERAL
KEMENTERIAN AGAMA,

MUNAMMAD ALl luuomm.f
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GAMBAR DOKOMENTASI, OBSERVASI DAN WAWANCARA DIBIRO
ORGANISASI DAN TATA LAKSANA KEMENTRIAN AGAMA RI
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WAP AN PEL

" Y
EL MIKRO.




107




108

CRCANISA® "N TATA LAK ‘;Nq
JE DERAL REM:w z |

RUANG Tamy
BIRO ORTALL P>
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Nama

NIM

Fakultas

Program Studi

Tahun Aktif

Tempat, Tanggal Lahir

Alamat

No. HP

Email

Riwayat Pendidikan

Biodata Diri

- Arsyad

: 210106110061

: llImu Tarbiyah dan Keguruan

: Manajemen Pendidikan Islam

: 2021-2025

: Karawang, 15 Maret 2001

: Ds. Kampung Sawah, Kec Jayakerta, Karawang

: 081939467246

: arsyadking432@gmail.com

: SDN Kampung Sawah Il Karawang

SMP Pelita Nusantara Karawang

SMK Muhammadiyah 1 Kota Malang

UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
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